
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengendalian intern 
yang efektif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Manggarai Barat, perlu dilakukan kegiatan pengawasan 
berupa audit ketaatan; 

b. bahwa untuk memberikan kesamaan persepsi dan 
langkah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di 
Lingkungan lnspektorat Kabupaten Manggarai Barat 
dalam pelaksanaan audit ketaatan sebagaimana 
dirnaksud dalam huruf a, diperlukan Pedoman Aur it 
Ketaatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit 
Ketaatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Manggarai Barat; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Bar rt 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Nega. 3. 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan )r 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI MANGGARAI BARAT; 

Mengingat 

Menimbang 

PEDOMAN AUDIT KETAATAN 
DI LINGKUNGAN PEMERlNTAH KABUPATEN MANGGARA! BARAT 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MANGGARAl BARAT 
NOMORll.TAHUN 2025 

BUPATIMANGGARAJBARAT 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

I SALINAN I 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali ctiubah terakhir 

dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjacti Undang-Undang Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesi.a N imor 6865); 

4. Peraturan Pemerintah Nemer 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
127,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4890); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Teknis Pembinaan .Jabatan 
F'ungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang 
Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Jabatan Fungsional (Serita Hegara Republik Indonesia+ 
Tahun 2023 Nomor 54); 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PEDOMAN AUDIT KETAATAN DI LINGKUNGAN 

PEM ERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 
Barat Nomor 235); 

11. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 4 7 Tahun 
2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
lnspektorat Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 47); .-\, 

diubah tel ah 2016 Nomor 5) sebagaimana 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 

Perangkat 
(Lembaran 

9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan 

Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1970); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 



Pasal 2 
11) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam 

melaksanakan audit ketaatan bagi Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) lnspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Baral. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mernberikan kesamaan persepsi-\- 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memirnpin pelaksanaan urusan 

Pemerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur 

pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

5. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat. 

6. Audit adalah proses identifikasi rnasalah, analisis, dan evaluasi yang 

dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan 

standar audit, untuk rnenilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, 

efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 
fungsi instansi pemerintah. 

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 

adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas rnelaksanakan 
pengawasan intern di lingkungan Pemerintah. 

8. Auditor adalah jabatan yang mencakup Jabatan Fungsional Auditor 

(JFAJ dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah di Daerah (JFPPUPDJ yang mempunyai Ruang lingkup, 

Togas, Tanggung jawab dan Wewenang untuk rnelakukan Pengawasan 

Intern pada instansi Pemerintah, Lembaga dan/ataupihak lain yang 

didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan 

perundang undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PN3) 

dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat 
yang berwenang.; 

9. Audit Ketaatan adalah aktivitas inspeksi, observasi, perhitungan, 

pengujian transaksi yang bertujuan untuk mernastikan ketaatan 

terhadap ketentuan, peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. 



Pasal 6 
Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan 
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan pembinaan dan audit~ 
ketaatan. 

BAB lTJ 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Jnspektorat Daerah Kabupaten 
Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal4 
Sistematika Pedoman Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercliri 
atas: 

a. Bab I : Gambaran Umum Audit Ketaatan; 
b. Bab II : Proses Perencanaan Audit; 
c. Bab Ill : Pelaksanaan Audit Ketaatan; dan 
d. Bab IV : Pengkomunikasian Hasil Pengawasan dan Monitoring 

Tindak Lanjut. 

Pasal 3 
Pedoman Audit Ketaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan 
oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Lingkungan lnspektorat Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat untuk melaksanakan pembinaan dan audit 
ketaatan. 

BAB II 
PEDOMAN AUDIT KETMTAN 

dan keseragaman metodologi kegiatan audit dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit ketaatan. 



BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR ~2. 
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Peraturan Bupati ini dengan penernparannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu area, proses, sistem, 
fungsi, program/kegiatan di Pernerintah Kabupaten 
Manggarai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta 
peran rran rerkair yang tt>lah ditetapkan Untuk iru APIP perlu 

melakukan audit ketaatan yang memberi keyakinan memadai 
bahwa area, proses atau sistem operasional dari subjek yang 
diaudit telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pedornan ini bertujuan untuk menjadi acuan APIP 
Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dalam 
melal<!<anakan audit ketaatan agar merniliki kesarnaan 

persepsi dan keseragaman metodologi sehingga kegiatan audit 
dapat dilaksanakan secara cfisien dan efektif atas 
potensi/ risiko ketidaktaatan. 

B. PENGERTIAN, TUJUAN DAN SASARAN 
Audit ketaatan (compliance a.udit) rnerupakan audit 

untuk menilai Lingkat ketaatan auditi terhadap peraturan 
perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta,L 
peraturan terkait yang lelah ditetapkan. 'I 

apakah mengetahui in gin kepentingan pcmangku 

A. LATAR BELAKANG 

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), 
Inspeklorat Kabupaten Manggarai Barat diharapkan mampu 
menilai dan meningkatkan ketaatan pelaksanaan suatu area, 
proses, sistern, lungsi, program/kegiatan terhadap peraturan 
r"'n,nrl;ang-1111,1,rngan, kebijakan, pro1SNh.1r yang berlaku serta 
peraturan terkait yang telah ditetapkan. Selain itu, para 

BAB I 
GAMHARAN UMUM AUDIT KETAATAN 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MANGGARAl BARAT 

NOMOR d- ?- T~kun 2025 

TANGGAL j ""jul; 2025 

TENTANG : PEDOMAN AUDiT KETAATAN DI LiNGi(lJNGAN 

PEMERrNTAH KABUPATEN MANGGARAJ BARAT 
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l lnruk menoapa] sasaran audit berdasarkan ruang 
lingkup audit yang telah ditetapkan, Tim Audit dapat menilai, 
menguji, menganalisis, menyimpulkan ketaatan suatu area 
pengawasan sehingga dapat memberikan keyakinan yang 
memadai dengan didukung bukti yang relevan, kompeten, + 

C. METODOLOGT AUDIT KETAATAN 

program/kegiatan serta untuk memberi saran perbaikan 
untuk penguatan pengendalian. 

Pengendalian terhadap ketaatan pada prosedur­ 
proserlur dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalarn 
pelaksanaan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan 
untuk memastikan bahwa implementasi Lelah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman 
terhadap pengendalian ketaatan ini akan membantu Auditor 
dan PPUPD dalam mendeteksi/menilai risiko terjadinya 
penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan pada 
kejadian-kejadian historis serta rnencegah dan menangkal 
tindak penyimpangan pada risiko yang akan terjadi. Outcome 
yang diharapkan atas pelaksanaan audit ketaatan antara 
lain: 

1. Keyakinan memadai atas ketaatan bahwa area, proses, 
sistem yang diaudit telah sesuai dengan kriteria dan 
ketentuan perundang- undangan yang berlaku; 

2 Arbny:, n;!Ri t11ml:><'h 1.1nt1.1k rnenngl alkan capaian tujuan 
organisasi dan efektivitas operasionat; 

3. Mencegah, menangkal/menghalangi, mendeteksi tindakan 
penyirnpangan dari prosedur maupun kebijakan yang 
ditetapkan. 

fungsi, sistem, proses, atas area, penyimpangan 

program/kegiatan. Sasaran audit difokuskan pada area yang 
terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak 

fungsi, prnses, area, 

Tujuan audit ketaatan adalah menilai ketaatan 

terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, 

prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang telah 
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Dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti, 

APIP harus memperhatikan luasnya besaran pengujian yang 

akan dilakukan. Uji petik/ sampel dalam pengumpulan bukti 
<lil>1k11kAn <l;:ip;:it l'<l'<'Ar;:i seleksi berdasarkan pertimbangan 

profesi Auditor dan PPUPD. Besaran luasnya pengujian 

tersebut tidak harus dilakukan audit secara keseluruhan 
melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat 

keyakinan yang diharapkan melalui teknik pengukuran 

sampel. Agar pemilihan sampel dapat benar representatif 

maka dapat menggunakan contoh rumus/tabel statistik yang 
hiasR rligun;:ikan dalam menentukan jurnlah sampel antara 
lain: 

l. Rumus Slovin n = N/N(d)2 +l n = sampcl; N = populasi; d = 
nilai prcsisi 95% at.au sig. = 0,05. Misalnya, jumJah 

populasi adalah 125, dan tingkat kesalahan yang 

dikehcndaki adalah 5%, maka jumlah sampel yang 

digunakan adalah: N s 125 / 125 (0,05)2 + l m 95,23, ~ 
<lih11l111lrnn QS; 

4. Pengumpulan data; 

5. Wawancara/interviu/kuesioner; 

6. Konfirmasi kepada pihak terkait; 

7. Uji petik/sampel; 

8. Analisis data; 

9. Simpulan. 

cukup, dan material. Dokumen data sekunder dari luar auditi 

yang diaudit dapal digunakan sebagai data awal, sedangkan 

data primer dari auditi yang bersangkutan dapat dijaclikan 

<l;:,s;:,r p<"ng;:,mhiJ,m kesimpulan y::mg bisa digunaksn sebagai 

bukti temuan atas ketidaktaatan. Selanjutnya, dokumen 

bukti-bukti tersebut dianalisis dengan membandingkan 

antara dokumen bukti-bukti tersebut dianalisis dengan 

membandingkan antara realisasi/pelaksanaan dengan 

peraturan yang berlaku atau dari best practice yang ada. 

Teknik audit untuk pengumpulan data dan bukti audit 
dilakukan melalui: 
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Pemilihan 

sampling,, 

sampel dengan pertimbangan tertentu. 
sekelompok subjek dalam purposive 

2. Jumlah sampling minimal berdasarkan Roscoe dalam 

Sugiyono (2010: 131) mengatakan ukuran sampel yang 
layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 
soo Pila populasi kurang dari 30, seyogyanya diambil 
keseluruhan. 
a. Probability sampling (simple random). 

Probability sampling adalah leknik sampling yang 
memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 
(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota 
sampel. Salah satu teknik sampel probability sampling 

"'rll'!l,:ih· Simple R,uvt,1m Sampling dinyatakan simple 
(sederhana) karena pengambilan sampel anggota 
populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi itu. Simple random 
sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel 
yang langsung dilakukan pada unit sampling. Maka 
setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang 
tPrpPn,..it mernperoleh peluang yang sarna untuk 
menjadi sampel atau untuk mewakili populasinya. 
Cara tersebut dilakukan bila anggota populasi 
dianggap homogen. Teknik terse but dapat 
dipergunakan bila jumlah unit sampling dalam suatu 
populasi tidak terlalu besar. Cara pengambilan sampel 
dengan simple random sampling dapat dilakukan 
rlPngl'!n rnetode undian, ordinal, maupun tabel 
bilangan random. Untuk penentuan sample dengan 
cara ini cukup sederhana, tetapi dalam prakteknya 
akan menyita waktu. Apalagi jika jumlahnya besar, 
sampelnya besar 

b. Non probability sampling (purposive sampling) 
Non probability sampling adalah teknik yang tidak 
mcmberi peluang/ kesernpatan yang sama bagi setiap 
unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 
sampel. Purposive sampling adalah teknik penentuan 
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menyimpulkan adanya potensi tindak penyimpangan 
yang berpotensi merugikan keuangan negara, melalui 
bukti-bukti tersebut dapat dijadikan informasi awal 
untuk ditelaah lebih lanjut sebagai informasi perlunyat 
audit investigasi atau tidak. 

PPUPD dan Auditor bukti-bukti, 

ketidaktaatan yang dapat menghambat pencapaian 
lujuan. Apabila dari hasil pengumpulan, analisis, dan 

masalah / risiko potensi memiliki yang area 

penngatan/detcksi dini (eany 1.•amin.g system) kepada 
pimpinan organisasi untuk rnelakukan tindakan­ 
tindakan pencegahan dan perbaikan terutama pada 

m<'mhrrik::in 

didasarkan atas ciri- ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka 
rlPne;:,n k;:,t::i l11in, unit .<:::impc>l y::ing dihubungi 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yan 
diterapkan berdasarkan tujuan pengawasan. Dalam 
melaksanakan tugasnya, Auditor dan PPUPD wajib 
mengikuti standar audit yang telah ditetapkan dalam 
SAlPI dan Standar Pengawasan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Daerah yaitu mempunyai 
knmpPtf'nsi dan kecermaran profesional di bidang audit 
ketaatan. Kompetensi tersebut bisa didapatkan melalui 
pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Selain itu, APIP 
dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun 
eksternal [Standar 2014, SAIPI), apabila tidak ada 
Auditor dan PPUPD yang mempunyai keahlian yang 
diharapkan. Auditor dan PPUPD harus mampu 
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perencanaan, pelaksanaan, serta pengkomunikasian hasil 
pPng::iw::i~~m dan monitoring tindak lanjut, sebagaimana 
dijelaskan pada diagram berikut: 

tahap dari terdiri Audit Ketaatan 

0. TAHAPAN AUDIT KETAATAN 

Tahapan 
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Tujuan perencanaan audit adalah mempersiapkan audit 
sccara rinci berdasarkan pcrcncanaan pengawasan APTP, sehingga 
audit dapat dilaksanakan sccara efisien dan efektif. Pada 
perencanaan audit, Auditor dan PPUPD mengumpulkan informasi 
untuk menentukan: 
1. Penetapan Tujuan dan Ruang Lingkup, 
2. Pemahaman Proses Bisnis Auditi, 
3. Audit Pendahuluan, 
4. ldentifikasi dan Penilaian Risiko Ketidakraatan, 
5. Identifikasi dan Penilaian Kecukupan Pengendalian Kunci, 
6. Penyusunan Rencana Pcngujian, 
7. Penyusunan Program Kerja, 
8. Pengalokasian Sumber Daya. 

Sebelum merumuskan cujuan audit, sebaiknya perlu 
dipaharni alasan-alasan yang melatarbelakangi penugasan audit 
yang Akan rlilaksana.kan Petaksanaan audit ketaatan dapat 
dilakukan berdasarkan: 

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) hasil proses 
penilaian risiko organisasi melalui Perencanaan Pengawasan 
Intern Berbasis Risiko (PPBR) atau berdasarkan hasil audit 
sebelumnya atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan 
Auditi yang rnasih lerdapat risiko ketidaktaatan. 

? Permintaan pimpinan organisasi/kepala daerah, atas suatu unit 

organisasi atau area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan 
Auditi, atau berdasarkan permintaan pihak lain dengan alasan 
tertentu atau hal lain yang dilaksanakan dalarn kondisi darurat 
atau adanya indikasi ketidaktaatan atau alasan penting Jainnya. 

3. Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan atau hal lain yang 
baru atau pertama kali dilaksanakan atau dilaksanakan dengan 
reri11:lah<1n rrn!<Prlur atau pernbahan proses lainnya 

4. Area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Auditi yang tidak 
selaras dengan sasaran RPJMD/N disarankan untuk dilakukan t 
audit ketaatan. 

BAB II 
PROSES PERENCANAAN AUDIT 



Dalam merencanakan penugasan, Auditor dan PPUPD 
hAr11.« rnernab arni A11rliti [rujuan, prnses d,-in Hrf'::t yang 
menjadi Iingkup audit). Kegagalan dalarn mernahami auditi 
dapat berakibat pengujian yang tidak lengkap atau kesalahan 
pengalokasian sumber daya. Yang pertama harus dipahami 
oleh Auditor dan PPUPD adalah tujuan organisasi. Sejauht 
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Berikut adalah tahap-tahap perencanaan yang perlu dipersiapkan 
APIP antara lain: 
A. PENETAPAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Langkah pertama dalam memulai suatu penugasan 
adalah menentukan tujuan (apa yang akan dicapai) dan ruang 
lingkup penugasan (apa yang akan diuji). Audit ketaatan 
bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa 
suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Auditi 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan, 
kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang 
rPl;ih rlirPT:irkan Pl"nl:'tapAn iujuan :;,11rli1 merupakan proses 
kritis pada awal penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan 
audit secara jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak selaras 
dcngan alasan penugasan. Pada akhir penugasan, tujuan audit 
dinyatakan secara tegas dalarn Laporan Hasil Audit (LHA). 
Tujuan audit ketaatan yang jelas akan mcnegaskan tujuan 
penjaminan yang akan diberikan Auditor dan PPUPD intern. 

Ag:ir :sa:s:,ran audit keraatan dapar dicapai, Auditor dan 
PPUPD harus menetapkan ruang lingkup penugasan yang 
memadai. Pemyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk 
menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam 
penugasan. Auditor dan PPUPD dapat melakukan audit 
ketaatan pada level area, proses, sistem, fungsi, 
program/kegiatan Auditi. Terkait kriteria ketaatan yang akan 
rliheri penjaminan, Auditor dan PPUPD dapat membatasi 

lingkup audit pada aspek ketaatan/ compliance terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, prosedur dan 
kebijakan yang telah ditetapkan, serta kecukupan 
pengendalian. 

8. PEMAHAMAN PROSES BlSNTS AUDIT! 
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Survey pendahuluan adalah suatu proses dalam audit 
internal yang bertujuan memperdalam gambaran 

(informasi) umum mengenai auditi sehingga diperoleb 

pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar hukum 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan 
orgauisasi Survey pendahuluan dapat dibagi ke dalam 4 t 
tahap: 

2. SURVEY PENDAHULUAN 

1. PERSIAPAN 

Desk audit adalah kcgiatan pengumpulan data dan 

inforrnasi awal yang dapat diperoleh dari Auditi sebelum 

audit lapangan (DPA, Renstra, struktur organisasi, uraian 

tugas, LHP tahun lalu, dan dokumcn auditi lainnya) serta 

analisis data untuk mendapatkan gambaran umum 

permasalahan adrninistrasi sehingga diperoleh Potential 

Audit Objective (PAO) yang menjadi bahan masukan 

penynsnn,cin program kerja survey pendahuluan, 

Terdiri dari: 

mana tujuan organisasi telah tercapai dan proses yang 

dilakukan pimpinan Auditi dalam mencapainya. Dalam 

memahami proses bisnis (probis) auditi dibutuhkan 

P""m"' h,im;:, n tr,rk,iit riengan re-nr-a n"t :::, r"tl egis [ren stra], 

struktur organisasi, mandat, tugas dan fungsi, rujuan dan 
target (output) serta capaian kinerja. 

Auditor dan PPUPD dapat menggunakan berbagai sumber 

data untuk memahami probis auditi, Salah satunya dengan 

memanfaatkan data yang tersedia, misalnya renstra, struktur 

organisasi, SOP, kebijakan, uraian tugas dan jabatan, 

dokumentasi lain misalnya data audit tahun lalu, DPA auditi 

yang bersangkutan, KKP dan LHP tahun lalu, tindak lanjut 

LHP tahun sebelumnya, register risiko dan RTP, laporan 

efektivitas pengendalian, dsb. Hal rm berguna untuk 

pembuatan Program Kerja Audit (PKA) agar audit berjalan 

dengan efisien dan efektif dalam audit ketaatan atas area, 
proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Auditi. 

r. Alff)(T PRNnAHln.UAN 
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b. ldentifikasi Perrnasalahan, untuk menentukan adanya 
permasalahan adalah mengidentifikasi seluruh 
program, kegiatan, dan tungsi, ha! ini dapat dilihat 
dari program atau kegiatan (tugas fungsi Auditi] yangL 
penting apakah: '\ 

pelaksanaan tugas dan fungsi; 
6) Adanya transaksi atau program di luar anggaran 

yang tcrsedia; 

pedoman sebagai 

a. Pengenalan Audi ti, tahap ini :nencakup pengumpulan 

informasi mengenai hal-hal berikut: 

1) Dasar hukum penetapan auditi, peraturan 
r'"n.lndang- undangan dan kebijakan yang berlaku; 

2) Penetapan struktur organisasi dan uraian tugas; 
3) Tujuan dan sasaran auditi menurut DPA; 
4) Pengendalian intern dan keuangan; 
5) Dokumen yang berkaitan dengan program; 
6) LHP periode sebelumnya; 
7) Pengaduan/atensi masyarakat; 
R) Prosednr program /kegiatao. rlst 

Pada saat Auditor dan PPUPD mclakukan survey 
untuk menemukan permasalahan, pada dasarnya 

Auditor dan PPUPD melakukan identifikasi, petunjuk, 

acau indikasi adanya ketidaktaatan/penyimpangan. 
Beberapa dari indikasi-indikasi yang biasanya mudah 
dikenali: 

1) Ti<lak adanya perencanaan, kalaupun ada tidak 

rnernadai, tidak selaras dengan RPJMD/RPJMN. 
2) Tidak adanya pernisahan tanggung jawab dalam 

bagan organisasi yang memadai; 

3) Prosedur/SOP tidak efektif atau biayanya 
melampaui kewajaran 

4) atau tidak jelas sehingga perlu dilakukan 
pPne,tji<tn y"ng menrlalarn; 

5) Tidak dibuatnya sistem 
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3. EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN 
INTERN (SP!) 

Evaluasi pelaksanaan SP! adalah kegiatan untuk 
mendapatkan informasi rnengenai keandalan SP! dengan 
mcnelaah dan rnengujinya sehingga dapat disimpulkan 
sasaran audit yang pasti atau Firm Audit Objective (FAO). t 

Objectives (TAO) 
Con.toh Kertas Kerja Survey Pen.dahuluan dapat: dilihat pada 
Lampirati J. 

Pada akhir survey pendahuluan dibuat simpulan secara 
kcseluruhan yang merupakan laporan hasil survey 
pendahuluan yang berisikan informasi umum, risiko audit 
yang menunjukkan indikasi kelemahan dan kerentanan 
pada area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan Auditi 
rl::ir1 11ns11r-uni-11r lainnya y~ng diaudir yang selanjutnya 

disebut sasaran audit sementara atau Tentative Audit 

5) Dari audit sebelumnya mengandung banyak 
kelemanan dan kckurangan sistem pengendalian. 

c. Konfirmasi /Klarifikasi, tahap uu merupakan 
pengujian secara terbatas unruk rnemperoleh 
kepastian mengenai hal-hal yang kritis dan 
memperoleh kepastian mengenai diperlukan tidaknya 
audit yang lebih mendalarn. 

d. Simpulan atas Survey Pendahuluan, di dalarn 
melaksanakan survey pendahuluan diterapkan teknik­ 

teknik survey yang meliputi wawancara, analisis 
perbandingan, bagan alir, kajian ulang analistis, dan 

kecurangan (fraud), penyalahgunaan; 

3) Menyangkut transaksi rupiah yang sangat besar; 
4) Mcndapat perhatian besar dari pimpinan; 

pcnyirnpangan, tindak terhadap 2) Rawan 

strategis program/ sasaran 1) Selaras dengan 
RPJMD/RPJMN; 
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Evaluasi pelaksanaan SP! mengikuti rnekanisrne: 

a. Perumusan Tujuan Evaluasi Pelaksanaan SP! 

Tujuannya adalah menilai dan mengevaluasi keandalan 

SPI serta melakukan berbagai analisis untuk 

mendeteksi kelemahan pengendalian yang terjadi. 

Penyusunan Program Kerja Audit pada Evaluasi SP!. 

Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP 

harus memahami rancangan sistem pengendalian 
intern dan menguji penerapannya/efektivitas dari 
pengendalian intern auditi. lnstrumen SP! merupakan 
.<s:arnn:a prnsPdur ynng dirancang untuk menilai 

keandalan pengendalian intern auditi yang meliputi 5 
(lima) unsur dcngan 25 sub unsur pengendalian dalam 
SP!P. 

b. Pelaksanaan PKA-SP! 
Berdasarkan data pelaksanaan SP! yang telah 
dikumpulkan dari auditi, pada lahap ini tim audit 
melakukan penilaian simpulan audit pendahuluan 
dengan menggunakan 5 unsur dengan 25 subunsur 
SPIP sehingga ditecapkan FAOnya. Auditor dan PPUPD 
bertanggung jawab menentukan seberapa jauh 
pengendalian intern dapat diandalkan, memastikan 
bahwa area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan 
Auditi sejalan dengan peraturan perundang- undangan, 
kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan 
terkait. Disamping itu, Auditor ctan PPUPD dapat 

mernperkirakan kemungkinan risiko yang terjadi pada 
auditi di dalam melaksanakan kegiatannya. Hasil 
evaluasi SP! haru s diar-alisis untuk menenrukan perlu 
tidaknya audit yang lebih mendalam. 

Sistem pengendalian auditi antara lain: 
1) Lingkungan pengendalian yang kondusif 
2) Kemampuan memprediksi dan mengantisipasi risiko 
3) Aktivitas pengendalian yang memadai 
4) Informasi dan komunikasi yang efektif 

5) Adanya pernantauan, evaluasi, dan tindak lanjut t 
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Tujuan dari tahap identifikasi dan peniJaian risiko 

ketidaktaatan adalah menentukan potensi/risiko 
ketidaktaatan dalam penyclenggaraan area, proses, 
sistem, fungsi, prngram/J<:egiat1rn sesuai peraturan t 

pengendalian. Hasil pengembangan pengujian rinci 
dijadikan sasaran audit tetap (FAO) sebagai dasar 
untuk penyusunan simpulan dan ketentuan hasil 
audit. 

Contoh Kertas Kerja Evaluasi SP! dapat dilihat pada 
lampiran 2 dan. 3. 

4. IDENTIFIKASL DAN PENTLAlAN RISIKO KETIDAKTAATAN 

r•~ng11ji:an rin<:'i, tid;:,k peril! mel:.,lni tahap pengujian 

berdasarkan PKA. 

d. Penyusunan Laporan Hasii Audit Pada Evaluasi SPI 
Pada akhir evaluasi SP! dibuat simpulan secara 

keseluruhan yang merupakan laporan hasil audit pada 

evaluasi pelaksanaan SP! yang menunjukkan 
kelemahan dan kerentanan pada area, proses, sistem, 
f11ngsi, program/kegiatan dan unsur-unsur lainnya 
yang diaudit yang selanjutnya disebut Tentative Audit 

Objectives (TAO). TAO adalah sasaran audit yang 
merupakan hasil dari lahap evaluasi sistem 
pengendalian intern. Kegiatan evaluasi pelaksanaan SP! 
adalah mendapatkan informasi mengenai SP!, 
menelaah dan rnenguji keandalan SP! sehingga dapat 
rlisirnpnlkan sasaran audit yang tentative atau TAO. 
Jika disimpulkan sistern pengendalian intern "andal", 
rnaka dilakukan pengujian pengendalian yang 
bertujuan untuk mengukur "risiko pengendalian" guna 
menentukan luas dan dalamnya pengujian rinci yang 
akan dilakukan. Jika disirnpulkan sistem pengendalian 
intern "tidak andal', maka audit dilanjutkan ke tahap 

penu gasannya 

c. Penyusunan KKA 

Hasil pelaksanaan PKA Audit Intern dituangkan ke 

dalam kertas kerja audit oleh Auditor dan PPUPD yang 



didokumentasikan/ditetapkan auditi di dala.m kebijakan, 
standar prosedur operasi serta rencana tindak 
pengPndali1=1n bagi organisasi. Auditor dan PPUPD 
menentukan apakah rancangan pengendalian kunci t 
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telah yang kunci pengendalian desain 

Dalam menilai kecukupan desain pengendalian, auditi 
mengelompokkan rcspons atas risiko menjadi 4T yaitu 
tolerate/rerima, terminate/ hindari, transfer/ alihkan, dan 
treat/ tangani. Auditor dan PPUPO mcngidentifikasi 

irlPnl ifik;isi dan periitaian risiko dilaknkan atas proscdur 

penyelenggaraan dari suatu program yang mendukung 
pencapaian tujuan organisasi dan program prioritas. Hal 

tersebut dapat terlihat dari keselarasan antara dokurnen 
RPJMD, Renstra, dan !KU yang mendukung program 
prioritas tersebut. 

Contoh Kertas Kerja Ideniifikasi dan Penilaian. Risiko 
rlnpnt dilihat prirln Lampiran 4. 

5. IDENTIPfKASI DAN PENILAIAN KECUKUPAN 
PENGENDALlAN KUNC! 

daftar risiko yang memadai, Auditor dan PPUPD 
memberikan fasiLitasi dengan auditi untuk 
mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko 
ketidaktaalan pad a suatu proses bisnis yang dapat 
mengbambat pencapaian tujuan organisasi. Proses 

perundang- undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku 
serta peraturan terkait, yang akan didalami oleh Auditor 
dan PPUPD. Apabila auditi telah menyusun register risiko, 
irlPntifik;i,:;i dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan 
rnemanfaatkan risk register dan profil risiko auditi dan 
dilakukan penilaian atas validitas risk register auditi 
terse but. 

Penilaian validitas risk register auditi dapat 
dilakukan dengan melakukan brainstorming mengeoai 
risiko (sebab dampak) dan melakukan skenario ulang 
rlAl;im menyusun dan membuar dafrar risiko yang dapat 
diandalkan (valid). Namun, bila auditi belum memiliki 
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Rukti nimcn1iian Iisik ' .,,., 
Bukti pengujian fisik dilakukan untuk meyakinkan 
mengenai keberadaan (kuantitatif) dan mutu 
[kualitatif] dari aktiva berwujud. Bukti irii juga untuk 

meyakmkan kebenaran atau kesesuaian suatu proses~ 

6. PENYUSUNAN RENCANA PENGUJIM 

Penyusunan rencana pengujian termasuk sifat 
pengujian, waktu dan prosedur yang diperlukan 
merupakan langkah dalam upaya mendapatkan bukti. 
Bukti dapat dibedakan dalam beberapa jenis a tau golongan 
sebagai berikut: 

f .nmnirnn S • 

ldentifikasi dan penilaian kecukupan desain 
pengendalian kunci diharapkan dapat menentukan bahwa 

proses penyelenggaraan area, proses, sistem, fungsi, 
program/kegiatan utama telah dilakukan pengendalian 
dan dicvaluasi secara rutin serta dikaitkan dengan proses 
pPnilai;u, risiko yang ada untuk dapat meminimalisir 
kegagalan dan dampak yang timbul akibat risiko yang 
ada. Setelah mclakukan penilaian atas kecukupan desain 
pengcndalian kunci, Auditor dan PPUPD perlu menyusun 
observasi awal dan mendiskusikannya dengan pimpinan 
Auditi. Contoh Kertas Kerja Ideruifikasi dan Penilaian 

Kecukupan Pengendalian Kunci dapat dilihat pada 

pengendalian dijalankan sesuai rancangan: 
c. Keberadaan dan kernarnpuan pengendalian tambahan 

yang diperlukan untuk mengamankan pencapaian 
t1.!jwm/ menangani risiko. 

jika risiko tujuan/menangani pencapaian 

tersebut telah mernadai untuk mengelola risiko pada level 
yang dapat diterima organisasi, Dalam menilai kecukupan 

desain pengendalian kunci, Auditor dan PPUPD harus 
mPmprrtim h;mgk,:in: 

a. Selera risiko dan tingkat risiko organisasi; 
b. Kemampuan pengendalian kunci untuk mengarnankan 
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Contoh: Analisis tren jumlah pelayanan dari tahun 
ke tahun 

k=jadian, sehingga untuk mernhuktikan terjadi atau 
tidaknya harus didalami dengan perolehan jcnis bukti 
yang lain. 

memungkinkan dokumen mengandung kesalahan, 
bahkan dokumen palsu yang dibuat oleh karyawan 
yang tidak jujur. Contoh: Kuitansi, Surat Perintah 
Meml:><1yar (SPM), Buku Kas Urnurn 

c. Bukti analisis 

Bukti analisis adalah bukti audit yang diperoleh 
Auditor dan PPUPD dengan melakukan analisis atau 
rnengolah lebih lanjut data auditi dan data lain yang 
berkaitan dengan auditi. Bukti analisis hanya 
memberikan petunjuk mengenai kecenderungan suatu 

intern pengendalian sistem Kelernahan 

rnemperhatikan pengendalian intern surnber dokumcn 
terscbui dan tcrpenuhinya pcrsyaratan yuridis. 

PPT fPf) <;eh:.iikny;;i A11ditor rlolo 1mi>n 

dengan prosedur bakunya. Bukti pengujian fisik 

diperoleh rnelalui pengamatan langsung oleh Auditor 

dan PPUPD sendiri. Hasil pengamatan fisik oleh 
Auditor dan PPUPD tersebut dikukuhkan ke dalam 
suatu media pengganti fisik yaitu berita acara hasil 
audit fisik, dengan dilampirkan dokurnen lain seperti 
hasil inspeksi lapangan, foco, surat pemyataan, denah 
lokasi atau peta lokasi dan lain- Jain. 

Conteh: Serita Acara Hasil Audit Fisik 
b. Bukti dokumen 

Bukti audit yang paling banyak ditemui oleh Auditor 
dan PPUPD adalah bukti dokumen. Bukti dokumen 
pada urnumnya terbuat dari kertas yang mengandung 
inforrnasi. Dalam menilai atau rnengcvaluasi bukti 
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peningkatan ketaatan, perb-aikari tata kelola, 

pengeridalian intern dan pengelotaar risiko pada auditi t 

Dalam penyusunan PKA di samping memperhatikan 
tujuan setiap prosedur audit, teknik sampel yang 
digunakan juga terkait dcngan rencana pcngujian sistem 
pPngf'nnRliRn, jugfl rencana p-ngnjian untuk 
mengidentifikasi ketidaktaatan dalam penyelenggaraan 
suaru area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan OPD 
hingga ke simpulan hasilnya, 

Berdasarkan simpulan permasalahan yang dijumpai, 
Auditor dan PPUPD memberikan rekomendasi untuk 

mPnrlnk, 1mPntRia:ikan informasi dan bukri internal maupun 

ckstemal auditi sclama penugasan audit. Program Kerja 
Audit harus direvicw dan disctujui sebelum 
dilaksanakan. 

mengevaluasi, dan mengidentifikasi, menganalisis, 

7. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA AUDIT 
PKA digunakan sebagai panduan bagi Auditor dan 

PPUPD selama melakukan audit. PKA berisi tujuan setiap 
prosedur dan rangkaian langkah-langkah audit yang 
ditetapkan dalam pelaksanaan audit. Termasuk langkah 

d. Bukti keterangan 

Bukti keterangan adalah bukti yang diperoleh Auditor 

dan PPUPD dari pihak lain (baik dari pihak auditi 

mat iptm pihak ketiga) berdasarkan pertanyaan atau 
infonnasi tertentu yang diminta oleh Auditor dan 
PPUPD. Bukti keterangan merupakan bukti 
pendukung bukti-bukti lain yang telah didapatkan oleh 
Auditor dan PPUPD. Biasanya bukti fisik, bukti 
dokumen, bukti analisis atau bukti lisan (yang 
dituangkan dalarn kertas Kerja dengan seksarna] 

tf'rl,.bih dahuln barn kernudian dilengkapi dengan 
bukti kesaksian (didapat dari pihak lain karena 
diminta oleh Auditor dan PPUPD). Contoh: Serita 
Acara Perrnintaan Keterangan (BAPK), Serita Acara 
Hasil Konfirmasi. 
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pengujian, biaya dan jadwal pengujian agar dapat 
diselesaikan tepat waktu. 

Hasil dari tahap ini adaJah aJokasi hari pengawasan 
(HP) masing-masing Auditor dan PPUPD, alokasi biaya per 
Auditor dan PPUPD dan jenis pengujian yang akan 
dilakukan. Terhadap rencana prosedur pengujian 
tPr~eh111, diterapkan Auditor dan PPUPO yang akan 

melaksanakan disertai target waktu pelaksanaan (PKA) 
dan terrnasuk jumlah dana yang diperlukan. ~ 

8. PENUALUMSJAN ::.UMBER DAYA 

Langkah terakhir di tahap perencanaan adalah 
pengalokasian sumber daya (jam kerja, hari pengawasan, 
personil tirn Auditor dan PPUPD dan dana) yang 
dibutuhkan tim untuk melaksanakan penugasan. Tim 
disusun dengan mernperhatikan kompetensi dan keahlian 
secara kolektif sesuai dengan penugasan audit ketaatan 
yang akan dilakukan termasuk pembuatan surat tugas 
dan anggaran waktu penugasan. Kompetensi dan 
pengalaman Auditor dan PPUPD berkontribusi penting 
rl~J::.1m mrnPnl,1k~n wakru audit c1~,, rnernbuai rencana 

serta mencegah dan menangkaJ terjadinya tindak 

pcnyimpangan. Contoh Program Kerja Audit dapai dilihat 
pada lampzran 6. 
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Audit merupakan satu bentuk pengawasan fungsional yang 
dilaksanakan oleh APIP melalui proses identifikasi masalah, 
analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, 
dan profesionaJ berdasarkan SAIPI. Audit bertujuan untuk menilai 
kPhPnarnn kP;,k11n1.tl'n rian keandatan inforrnasj merigenai 

pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dengan 
cara menguji tingkat kesesuaian antara kondisi yang menyangkut 
area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan yang di audit 
dengan kricerianya. 

Dengan melengkapi simpulan atas permasalahan yang 
diternui, Auditor dan PPUPD memberikan bukti-bukti pendukung 
serra sirnpulan rekornendasi perbaikan pengendalian. Oleh karena 
itu dalam melakukan audit ketaatan, Auditor dan PPUPD 
memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang 

diaudit telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
kebijakan, prosedur yang berlaku serta peraturan terkait, kriteria 
dan ketentuan yang berlaku lainnya. Berikut adalah kerangka t' 
berfikir dalam melakukan audit ketaatan: 

BAB Ill 

PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN 



Surnber: diolah dari berbagai sumber 
(Audit Kinerja, Pus,11 Pendidikan clan Pelatihan Pengawasan BPKP. 2017) 

,.,engh,lang,an $ebab 
Mengurang• dampak 

Peiba1kan pengendahan intern dan pengelolaan ns,,o 

- - - --- . - -- 

Rekomendas, 
---· - - - -~- -·--- 

P~o ···--~···--' "' ' . ftCll'IIIWI $\1~t, , 

M1s1 

Diagram 3.1 

Kerangka Berfikir Audit Ketaatan 



yang berlaku serta peraturan ierkait yang telah ditetapkan. 
Adapun bukti (internal dan eksternal] yang dievaluasi 
Auditor dan PPUPD adalah semua media informasi yang 
digunakan oleh Auditor dan PPUPD untuk mendukung¢p.,, 
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rl,:iri pPr::ih1r::in pPnmd,mg-undang::in, kebijakan, prosedur 

I. Pcngujian dan Pengumpulan Buku 
Pada tahap ini Auditor dan PPUPD harus menguji 
matcri/substansi transaksi pelaksanaan area, proses, 
sistem, fungsi, program/kegiatan secara memadai untuk 
mempcroleh pembuktian yang Jayak apakah 
transaksi/kegiatan telah sesuai dengan atau menyimpang 

Pelaksanaan PKA rinci diharapkan mampu menggali ketepatan 
PAO yang direrapkan sebelurnnya unruk disarankan dalam 
penyusunan kelengkapan atribut ternuan baik dalam penyajian 
kondisi, kriteria, penyebab, akibat, dan pengembangan 
rekomendasinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan 
temuan audit yang baik. Dalam tahap pelaksanaan audit rinci, 
Auditor dan PPUPD dimungkinkan untuk rncrevisi PKA yang 
sesuai kondisi yang ditemui. 
T"h"n nl'laks;:,n;:,an IPrdiri dari· ' , . 

Tim menyusun prioritas dengan memilih kondisi mana yang 
::il(an didab uh ikan auditi sehagaimana terr-anrurr, dalam FAO. 

Apabila diperlukan dapat dilakukan sampling atas kegiatan 
yang ada, baik yang dikerjakan sccara swakelola maupun 
dengan kontrak. Tim menentukan tujuan audit untuk masing­ 
masing masalah sesuai prioritas yang telah ditetapkan. 

B. PELAKSANAAN PKA RINCI 

A. PENETAPAN URUTAN PRIORITAS YANG AKAN DILAKUKAN 
AUDIT RlNCI BESERTA TUJUAANNYA 

Kegiatan audit rinci adalah audit yang dilakukan secara 

lebih mendalam berdasarkan laporan basil evaluasi SP! yang 

dituangkan kedalam PKA Rinci untuk memperoleh pembuktian 

hahwa kondis! ter+enru mernang terjadi dan mengernbangkannya 
sehingga diperoleh atribut temuan secara lengkap. Audit rinci 
mengikuti tahapan sebagai berikut: 



a. Syarat kualitatif bukti mencakup 3 (tiga) atribut, yaitu 
relevan, absah, dan handal; 
1) Relevan menyatakan bahwa bukti itu mempunyai 

hubungan yang logis dengan dan arti penting bagi 
temuan audit yang bersangkutan. 

2) Absah menyatakan bahwa bukti itu didasari oleh 
argumentasi yang benar dan informasi yang akurat. 

3) Handal menyatakan bahwa bukti itu dapat 
diandalkan yang menunjukkan konsistensi hasil 
dalam arti bahwa jika inforrnasi diuji/ diukur hasilnya 
tetap dan selain itu dapat diverifikasikan. 

4) Bukti audit adalah semua media informasi yang 
digunakan oleh Auditor dan PPUPD untuk 
mendukung argumentasi, penrlapat atau simpulan 
dan rekomendasinya dalam meyakinkan cingkat 
kesesuaian antara kondisi dengan kriteriannya. 

b. Syarat-syarat bukti audit yang handal ada empat syarat 
yaitu disebut REKOCUMA masing-masing sebagai 
berikut: 

1) Relcvan: Bukti audit harus relevan dan logis 
mendukung atau menguatkan pendapat atau 
argumen yang berhubungan dengan tujuan dan 
kesimpulan audit. 

2) Kompeten: Bukti audit dikatakan kompeten apabila 
bukti yang diperoleh berasal dari sumber yang 
independen dan dapat dipercaya serta teijamin 
keakuratannya. Kompeten atau tidaknya suatu bukti 
rlirt>ng11n.1hi oleh surnber bukti, cara mendapatkan 

bukti, dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti 
tersebut. 

3) Cukup: Bukti yang cukup berkaitan dengan jurnlah 
dan nilai keseluruhan bukti berarti dapat mewakili t 
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kualirar if' 

argumentasi, pendapat atau simpulan dan rekomendasinya 
dalam mcyakinkan tingkat kesesuaian kondisi dengan 

kriterianya. Bukti harus memenuhi syarat kuantitatif dan 



APIP harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk 
mendukung kesimpulan dan temuan audit. Dalam standar 
audit menyatakan bahwa Auditor dan PPUPD harus 
mengumpulkan dan mcnguji bukti untuk mendukung 
simpulan dan temuan audit. Bukti yang diperlukan untuk 
mPn<i11ki1ne temnan d"p;:i1 berupa hukti yang diperoleh dari 
pengarnaran, observasi, tanya jawab, serta dokumen 

1) Bukti pengakuan hasil wawancara atau pernyataan 
dari pihak yang terlibat; 

2) Bukti berupa dokumen terdiri dari peraturan, 
laporan, risalah, memorandum, pengendalian, 
kutipan dari catatan pembukuan, bagan, dan 
k<"tf'ntmm mengenai arus rlnk11mPn, sistem yang 
dirancang, struktur organisasi dan bagan fungsinya: 

31 Bukti yang diperoleh dari analisis informasi yang 
dihirnpun oleh Auditor dan PPUPD. 

Pengumpulan bukli selanjutnya masih harus diuji 
dengan menggunakan teknik reviu dokumen, wawancara, 
konfirmasi, observasi, kuesioner serta pembandingan dan 
f'PnPlusllran hingga bnkti asal, Selain untuk mendukung 
simpulan audit ketaatan pada suatu area, proses, sistem, 
Iungsi, program/kegiatan auditi, bukti yang dikumpulkan 
dan diuji juga merupakan bukti yang mendukung ada atau 
tidaknya kelemahan dalam SPT pad a auditi serta bukti yang~ 
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atau menggambarkan keseluruhan kondisi yang 

dipermasalahkan serta jumlahnya memenuhi syarat 

untuk mendukung temuan Auditor dan PPUPD. 

4) Material: Bukti material adalah bukti yang 
mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting bagi 
pencapaian tujuan organisasi. Materialitas dapat 
dilihat antara lain: besamya nilai uang, pengaruh 
terhadap kegiatan, ha! yang menyangkut tujuan 
audit, pentingnya menurut peraturan perundangan, 
kcinginan pcngguna laporan, kegiatan yang pada 
'""'' ""nit <iil"k11k::m se<l,.ngjl'lrli perhl'lti,m umurn 
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2. Evaluasi Bukti dan Pengambilan Simpulan 
Pelaksanaan dan teknik audit menghasilkan bukti-bukti 
yang membantu Auditor dan PPUPD untuk dapat menilai 
efektivitas pengendalian intern. Beberapa pertanyaan yang 
harus dijawab Auditor dan PPUPD untuk menilai ketaatan 
suatu area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan: 
a. Apakah area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan 

telah direncanakan dengan baik? 
b. Apakah area, proses, sistem, fungsi, prograrn/kegiatan 

telah diselenggarakan sesuai ketentuan? 
c. Apakah pengendalian yang ada dan diterapkan 

sudah membantu pencapaian tujuan organisasi? 
Untuk mejawab pertanyaan-pertanyaan ini, Auditor dan 
PPUPD internal harus mengambil kesi.mpulan berdasar 
informasi/bukti yang didapat sejak tahap perencanaant 
sampai pelaksanaan penugasan. 

rrmrnh Kertas: Kerja Penqujion Data A11rlit dopot dilihat pada 
Lampiran 7. 

rnendukung ada/ tidaknya ketidaktaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan identifikasi potensi tindak 
penyimpangan. Pengujian dilakukan sesuai PKA yang telah 
ciitPt::irk::in pada rahap perencanaan. Dalarn setiap pengujian 
yang dilakukan, hasilnya didokumentasikan ke dalam kertas 
kerja audit (KKA). KKA yang baik harus mencerminkan: 

1) Kegiatan audit mulai dari perencanaan, survey 
pendahuluan, evaluasi pengendalian intern, pengujian 
substantif, simpulan dan permasalahan/temuan hasil 
audit, berita acara pembahasan hasil audit, sampai 
dengan pelaporan dan tindak lanjut basil audit, 

2) Langkah-langkah audit yang ditempuh, pengujian yang 
dilakukan, informasi yang diperoleh dan simpulan­ 
simpulan hasil audit. Langkah-langkah Kerja dalam PKA 
yang telah dilaksanakan menghasilkan data beserta 
penarikan simpulan hasil audit didokurnentasikan 
dalam KKA. 



sangat utama diperhatikan adalah apakah temuan audit 
yang dibuat Auditor dan PPUPD merupakan jawaban atas ~ 
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Dalam menyusun suatu temuan audit ketaatan, hal yang 

pengembangan temuan menjadi lebih efektif. 
Terdapat duajenis ternuan, yaitu: 
a. Temuan Positif yang harus dimuat di dalam laporan audit, 

terutama ternuan yang berpengaruh terhadap 
peningkatan motivasi dan mernberikan apresiasi atas 
area, proses, sistern, fungsi, program/kcgiatan yang telah 
clilaks::.Tlakan tepat waktu dan kualiras yang lebih baik 
dari rencana kepada auditi; 

b. Temuan Negatif, antara lain meliputi: 
1) Penyimpangan/penggelapan 
2) Kelemahan sistem atau prosedur 
3) Aktivitas yang tidak benar/tepat 

Apabila dijumpai kelemahan atau kekurangan yang 
p=nting. maka Auditor dan PPUPD harus menyusun 
rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan 
dengan masalah tersebut dengan tepat dan segera. Input 
yang digunakan dalam kcgiatan "Penyusunan Ternuan 
Hasil Audit" adalah: 

a. Tujuan audit; 
b. Kriteria yang telah ditetapkan; 
<' Rukti audit [relevan, kornpetc n, cukup, material); clan 
d. Kesimpulan hasil pengujian bu.kti. 

sehingga rernuan, unsur-unsur nerlu • 

3. Pengembangan Temuan dan Rekomendasi 

Setelah dilakukan pengujian, pengumpulan bukti, evaluasi 
bukti, dan menyusun simpulan, Auditor dan PPUPD internal 
harus menyusun temuan (finding). Temuan berpangkal tolak 
dari perbandingan kondisi (apa yang sebenarnya terjadi) 
dengan kriteria (apa yang seharusnya terjadi menurut 
peraturan yang ada], mengungkap akibat yang ditimbulkan 
dari perbedaan kondisi dan kriteria tersebut serta mencari 
penyebabnya. Pengembangan cemuan sangat menentukan 
keberhasilan tugas audit. Untuk itu, Auditor dan PPUPD 



rncnunjukkan realiias yang ada dari Kondrsi suatu t 
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a. Kondisi (kekurangan atau kclemahan apa yang 
sebenamya terjadi). 

Unsur/atribut temuan antara lain: 

a. Berdasarkan kesirnpulan hasil pengujian bukti, apabila 
terdapat perbedaan (gap) yang signifikan antara kondisi 
dan kriteria, tentukan apakah perbedaan tersebut positif 
atau negatif. Perbedaan positif terjadi apabila kondisi yang 
ditemukan sama atau lebih baik daripada kriteria. 
Perbcdaan negatif terjadi apabila kondisi yang ditemukan 
tidak sesuai / mencapai kri teria. 

h. ~;,ingRt dirnungkinkan, Auditor dan PPUPD menemukan 
suatu konclisi yang telah memenuhi atau melebihi kriteria 
yang disebut temuan positif. Auditor dan PPUPD perlu 
mempenimbangkan relevansi temuan positif dengan 
tujuan audit. Apabila temuan tersebut relevan terhadap 
tujuan audit, maka Auditor dan PPUPD perlu 
mengungkap ha! iersebut dalam Laporan Hasil Audit 
berupa apresiasi di bab penutup, 

c. Dalam hat Auditor dan PPUPD menemukan kondisi yang 
tidak memenuhi kriteria, yang disebut sebagai temuan 
negatif, Auditor dan PPUPD perlu mengidentifikasi unsur­ 
unsur temuan hingga menjadi suatu temuan audit dengan 
atribut yang lengkap atau tidak cacat, agar segera 
dilakukan tindak lanjut oleh auditi. 

diiuangkan dalam tujuan audit yang telah ditetapkan. 
Temuan audit (utuh & tidak cacat) seharusnya berisi 
k<'!':impnls:in h;,i!Sil pc>nguji;,in aras hukti audit yl'lng diperoleh 
Auditor dan PPUPD dalam usahanya untuk mencapai tujuan 
audit yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan 
memberikan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti 
oleh auditi. Langkah- langkah yang diperlukan dalam 
kegiatan menyusun temuan audit adalah sebagai berikut: 

sementara/hipotesis yang telah pertanyaan/ dugaan 
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3) Tidak adanya kebijakan/prpsedur yang memadai 
untuk melaksanakan suatu area, proses, sistem, ~ 
fungsi. program / kegiatan: 

baik; 

program/easaran RPJMD/RPJMN; 

3) Ketentuan pimpinan organisasi yang 
harus ditaati/ dilaksanakan; 

-+) Pengcndalian intern yang andal; 

5) Tolok ukur keberhasilan, efisiensi dan kehematan; 
dan 

6) Standar dan norma/kaidah. 
Kriteria yang diperoleh harus diuji dan dianalisis 

secara tepat dan setelah itu baru dapat digunakan 
sebagai tolok ukur atau pembanding dengan kondisi 
yang dijumpai. 

c. Sebab (mengapa terjadi perbedaan antara kondisi dan 
kriteria). Penyebab merupakan ha! yang penting apabila 
ditinjau dari tujuan audit yaitu untuk menghasilkan 
rekomendasi ke arah perbaikan di masa datang. 
Penyebab ini mengungkap tentang mengapa terjadi 
ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. Contoh 
penyebab antara lain: 
1) Pernbagian tugas dan wewenang belurn rtitetapkan 

sccara jelas; 
2) Koordinasi dalam pelaksanaan area, proses, sistem, 

fungsi, program/kegiatan tidak beijalan dengan 

kondisi, Auditor dan PPUPD harus mengumpulkan bukti 
yang relevan, kompeten, cukup dan material. 

b. Kriteria (apa yang seharusnya terjadi). 
Kriteria adalah standard, ukuran atau harapan 
(expectation), antara lain berupa: 
1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Program/kegiatan Auditi yang selaras dengan 

yang menunjukkan adanya 

kelemahan. Untuk menyatakan atau kekurangan 

fungsi, sistern, proses, pelaksanaan area, 

program/kegiatan 
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tuangkanlah 

t scmua alternatif berikut alasannya rnasing-rnasing. 

tinriak lanjut atas rekornendasi tidak dilakukan; 

4) Dapat dilaksanakan oleh auditi; dan 

5) Apabila ada altematii perbaikan 

apabila 

melaksanakan area, proses, sistern, fungsi, 
program/ kegiatan; 

2) Merevisi atau mernperbaiki prosedur/sop agar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku. 

Rekomendasi harus jelas: 
1) Ditujukan kepada siapa; 

2) Mengarah pada tindakan nyata; 

3) Konsekuensi yang akan timbul 

rangka dalam kcbijakan/ aturan l) Menvusun 

Coruoh rckomendasi: 

4) Belum ditetapkannya Standar Saluan Biaya (SSB) 

dan Standar Satuan Harga (SSH); dst. 

Hal yang perlu dipahami seorang Auditor dan PPUPD 
secara baik adalah rnengeksplore penyebab terjadi 

penyimpangan, karena bisa saja kriteria atau aturannya 

yang kurang tepat dan perlu diperbaiki serta 

disempumakan. 

d. Akibat dan dampak (apa akibat dan dampak yang 

ditimbulkan dari adanya perbedaan antara kondisi dan 
kriteria}. 

Akibat dapat berupa kemungkinan yang akan terjadi 
maupun yang telah terjadi. 

e. Rekomendasi (apa yang dapat dilakukan untuk 

memperbaikinya). Rekomendasi adalah usulan rencana 

perbaikan yang diberikan oleh Auditor dan PPUPD 
internal untuk menutup gap antara kondisi dan 
kriteria. Rekomendasi harus dirancang guna: 

l) M"mr<'rhaiki kelernahan (menghilangkan penyebab]; 
dan 

2) Meminimalisasi akibat dari kelemahan yang ada. 



Hasit pelaksanaan PKA rind yarg telah ditetapkan, 
dituangkan ke dalam kertas kerja audit oleh Auditor dan 
PPTJPI") y::.11g hl"r,;:angki.ltan sesuai rf,.ng,m penugasannye 
bcrdasarkan PKA audit rind. KKA adalah dokumen audit yang 
mernuat data cacatan pembuktian yang dikumpulkan oleh 
Auditor dan PPUPD selama berlangsungnya audit mulai dari 
tahap persiapan sampai dengan tahap pengkomunikasian hasil ~ 
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C. PENYUSUNAN KERTAS KERJA AUDIT 

f. Jika ditemukan indikasi yang mengandung unsur 
kerugian negara/ fraud yang relevan dengan tujuan 
audit, maka Auditor dan PPUPD perlu melakukan 
pendalaman auditnya sarnpai menjadi temuan audit. 
lndikasi yang tidak relevan dengan tujuan audit, perlu 
didokumentasikan secara m"'madai dalarn KKA dan akan 

ditindaklanjuti pada jenis audit lain yang sesuai. 
g. Auditor dan PPUPD mengomunikasikan konsep temuan 

audit dengan pimpinan auditi uncuk mendapatkan 
klarifikasi. Tujuan dari komunikasi konsep temuan audit 
dengan auditi adalah untuk memvalidasi konsep temuan 
yang telah dikembangkan oleh Auditor dan PPUPD. 

h. APIP rnenyampaikan Ternuan Audit kepada pimpinan 

auditi yang diaudit melalui berita acara hasil audit. 
Output yang dihasilkan dari kegiatan "Penyusunan 
Temuan Hasil Audit" adalah: 
1) Konsep Ternuan Audit; 
2) Serita Acara Temuan Audit; 

3) Tanggapan resmi tertulis atas Serita Acara Temuan 
Audit. 

Dalam memberikan/rnerumuskan rekomendasi, Auditor 

dan PPUPD harus memperhatikan: 

1) Biaya yang akan terjadi dalam mengimplementasikan 

rekornendasi harus tidak melebihi manfaat yang akan 

diperolehnya; 

2) Jika terdapat beberapa alternatif rekomendasi dengan 
biaya yang terkait, harus diusulkan; dan 

3) Rekomendasi harus dapat dilaksanakan; 
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D. PENDOKUMENTASlAN KERTAS KERJA AUDIT 

KKA perlu didokumentasikan dengan baik, baik hard maupun 

soft file nya disimpan di dalam central file lnspektorat. 

no1<1.1mentasi disimpan secara tertib dan sisternatis serta 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

audit intern sehingga dapat mendukung simpulan, fakta, dan + 
rekomendasi AP!P. ' 

pPngi:>wAs:an KKA rlin•vin olch kPttl<l tim/supervisor sesuai 

dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. 
Contoh Penyusunan Kertas Kerja Audit dapat dilihat pada. 
Lampiran 8 dan 9. 

mutu pengendalian 

dan monitoring tindak referensi baik untuk audit berikutnya 

lanjut maupun sebagai sarana 

audit. KKA berisi metodologi yang dipilih, prosedur yang 

ditempuh, bukti audit yang ditemukan, dan sirnpulan audit 

yang diambil selama audit untuk mendukung laporannya. 
t nforrnasi y::1ng rlimuM dalam KKA han1s mPmACTAi, kompeten, 

relevan, dan berguna untuk memenuhi rujuan penulisan serta 

mernberikan dasar yang kuat untuk temuan audit dan 
rekomendasinya. 

Tujuan KKA adalah rnendokumentasikan informasi yang 

diperoleh selama audit, melalui interview, penelaahan 

peraturan-peraturan, analisis atas sistem dan prosedur, 

ohsPrv::1si at::1is kondisi, maupun pengujian transaksi dan 

mengidentifikasi serta mendokumentasikan temuan audit 

sebagai sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang 

didapat, membandingkan, menilai/mengukur besamya 

pengaruh sebuah temuan atau kelemahan. 

Sasaran KKA yaitu untuk rnendukung pembuatan Japoran 

hasil audit, membantu Auditor dan PPUPD saat pembahasan 

masAl::1h rlPngAn pih::11<; yang diperiksa, menjadi me<i.ia review 

dan penilaian kecukupan teknik serta prosedur audit dalam 

supervisi selama pelaksanaan PKA, berfungsi sebagai bahan 

pembuktian apabila terjadi tuntutan dari auditi atau sewaktu. 

Auditor dan PPUPD menjadi saksi ahli, berperan sebagai 
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E. PENYUSUNAN SlMPULAN DAN TEMUAN SEMENTARA 

Bcrdasarkan pelaksanaan audit, Auditor dan PPUPD 

mcnyusun simpulan dan temuan-temuan sementara hasil 

Al •rlit yAng hPrp1mgkal tolak dari perbandingan antara kondisi 
(apa yang sebenarnya terjadi) dan kriteria (apa yang seharusnya 
terjadi), Auditor dan PPUPD mengungkap akibat yang 
ditimbulkan dari perbedaan kondisi tersebut serta mencari 
penyebabnya, dan memberikan rekomendasi perbaikannya, 
kemudian menuangkan simpulan hasil audit dan daftar 
temuan sementara ke dala.m konsep Berita Acara Hasil Audit 
rlpng<'n <llrih11t 1Pngkap yang rnencakup kondisi, kriteria, 

akibat. sebab, rekomendasi. 
Contoh Kertas Kerja Mairik: Penqelompokari Temuan Audit 

dapat dilihal pada Lampiran 10. 

P. PEMl:3AHASAN SIMPULAN, TEMUAN SEMENTARA, 
DAN HASIL AUDIT DENGAN AUDIT! 
Ketua Tim perlu mengelompokkan temuan ke dalam 2 (dua] 
golongan yaitu: 

1. Temuan yang masuk Laporan Hasil Audit; 
2. Hal yang perlu diperhatikan, hanya sebagai catatan, 

komentar yaitu temuan yang tidak begitu serius tetapi 
merupakan penyimpangan dari ketentuan dan perlu 
dikomunikasikan dengan auditi untuk menjadi perhatian 
auditi. 

Ketua Tim bertanggung jawab atas pengaturan jadwal 
pembahasan simpulan dan temuan hasil audit. Hasil 
pembahasan dituangkan dalam risalah yang memuat temuan 
yang sudah ditindaklanjuti dan temuan yang akan 
dimasukka» ke dalam Laporan Hasil Audit serta tanggapan 
dari auditi. 

Serita Acara Hasil Audit yang disusun oleh Tim Auditor 
dan PPUPD mencakup: 
l. Data Umum Auditi 

Data umum berisikan nama auditi, dasar audit, tujuan 
audit, sasaran audit, lingkup audit, hasil audit terbatas 
jumlah tPm11a.n dan keborosan, dan kcbocoran, serta t 
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pendahuluan yang berisikan: 
a. Dasar audit; 

b. Waktu pelaksanaan audit; 

c. Periode/tahun anggaran kegiatan yang diperiksa; 
d. Tujuan audit; 
e. Sasaran audit; 
[. Ruang lingkup audit; 
g. lnformasi audit; 

2. Uraian Hasil Audit 
Uraian hasil audit berupa temuan dengan atribut lengkap, 
judul temuan, kondisi, sebab, akibat, tanggapan auditi, 
komentar Auditor dan PPUPD, dan konsep rekomendasi. 

3. Apabila di dalam audit ditemukan indikasi penyimpangan 
yang signifikan yang mengarah kepada kerugian negara, 
maka Tim dapat mcngajukan saran audit investigasi. 
Namun, apabila ditemukan masalah konstruksi yang 
signifikan, tim dapat mengajukan saran audit konstruksi. 

4. Kesirnpnlan dan rekomendasi. 

Bagian ini berisikan kumpulan judul ternuan dan konsep A­ 
rekomendasi. \ 
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peraturan r pcnyelenggaraan program yang sesuai dcngan 
perundang- undangan/ketentuan yang berlaku. 

b. Sirnpulan Hasil Audit 
Simp11lsan h::isil a udir hian1s rl::ip,:it mPnj::iwsah rujuan audit 

yang telah ditetapkan sebelumnya terkait penilaian 

BAB JV 

PENGKOMUN!KASIAN HASIL PENGAWASAN 
DAN MONITORING TINDAK LANJUT 

Kegiaran dalarn komunikasi hasil audit ketaatan melipuii 
penyusunan konsep Laporan Hasil Audit (LHA) termasuk 
penyusunan rekomendasi dan simpulan audit, perolehan 
tanggapan atas simpulan dan rekomendasi, penyusunan dan 
penyampaian LHA serta monitoring dan tindak lanjut hasil audit. 
A. PENYUSUNAN KONSEP LAPORAN HASTL AUDIT 

Standar Auditor dan PPUPD Internal Pcmerintah Indonesia 
(SAIPT) mensyaratkan bahwa suatu laporan hasil audit intern 
harus mencakup hal-hal di bawah ini: 
1. Pernyataan bahwa Audit dilakukan sesuai dengan Standar 

Audit APIP dalam menjalankan tugas auditnya diwajibkan 
untuk rnengikuti standar audit yang ada. Standar Audit yang 
digunakan oleh APIP adalah Standar Auditor dan PPUPD 
Intern Pernerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi 
A11rlitnr rl;:m PPUPD lnt"m Pernerintah lnclnnC",siA (AAIPI). 

2. Tujuan, lingkup, dan metodologi Audit 

Suatu laporan basil audit harus memuat tujuan, lingkup, 
dan metodologi audit. APIP harus menjelaskan alasan 
mengapa suatu area, proses, sistern, fungsi, 
program/kegiatan diaudit, apa yang diharapkan atau dicapai 
dari pelaksanaan audit, apa yang diaudit, dan bagaimana 
r-ara audit dilakukan. 

3. Hasil audit berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi 
a. Temuan Audit 

Temuan audit rnerupakan 'potrct' kenyataan yang 
ditemukan AP!P dalam membandmgkan kondisi dan 
kriteria, 



PPUPD sebaiknya melakukan pembahasan intern yang perlu 

dihadiri seluruh tim audit sesuai surat tugas, Pembahasan 

intern sebaiknya dipimpin oleh pejabat pengendali teknis. 

Pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali 
bahwa isi dari notisi hasil audit telah didukung dengan bukt! 

yang relevan, kompeten, cukup, dan material serta untukt 
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DAN SIM PU LAN ATAS TANGGAPAN B. PEROLEHAN 
REKOMENDASl 

Sebelum melaksanakan pembahasan akhi.r, Auditor dan 

4. Tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil audit 

APIP hai us rnendapatkan tanggapan tertulis dan resmi atas 

ternuan, simpulan, dan rekomendasi audit dari pejabat 

berwenang auditi/OPD yang diaudit. Dalam memenuhi 

persya.ratan kualitas kornunikasi yaitu adil, lengkap, dan 

obyektif, audit semaksimal mungkin mengupayakan adanya 

reviu dan tanggapan dari auditi sehingga diperoleh suatu 

laporan yang obyektif karena tidak hanya mengemukakan 

f~l<-t::i <fan pendapat Auditor dan PPLTPD saja, melainkan 

memuat pula pendapat/tanggapan dan rencana tindak yang 
dilakukan oleh auditi. 

3) Dicujukan kepada pihak yang mernpunyai 
wewenang unruk bertindak; dan 

4)Dapatdilaksanakan. 

2) Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik; 

meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan auditi yang 

diaudit. Suacu rekomendasi akan bersifat sangat 
koristruktif / mem ban gun apabila: 

I} Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang 

gun a penyimpangan tindak terjadi berpotensi 

c. Rekomendasi 

APIP harus menyampaikan rekomendasi kepada auditi 

untuk memperbaiki area yang menjadi penyebab tujuan 

area, proses, sistern, fungsi, program/ kegiatan tidak 

tercapai, meminimalisir timbulnya dampak, serta area yang 



C. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL AUDIT 
Selanjutnya, Auditor dan PPUPD harus menyusun konsep 
laporan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah 

lnrlnnPsja. (~tandar 3340, AA.IP!). dirnana konsep laporant 
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Hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan da.lam 
bentuk berita. acara pemba.hasan hasil audit yang memuat 
informasi rnengenai hasil kesimpulan audit, rekomendasi yang 
disepakati maupun yang tidak disepaka.ti yang perlu dibahas 
lPJ:,ih la.nj11t rf:;,n clilrnm,1nikasikan kepada pimpinan tertinggi 
organ isa.si. 

Contoh Berita Acara Exit Conference dapat dUihat pada 
l,ampiran 11. 

Agar pembahasan akhir dapat efektif menghasilkan 
kesepakatan, pembahasan akhir harus dihadiri oleh pihak 
ya.ng rnernpunyai ja.h11tan clan kewenangan dalam pengambilan 
keputusan baik dari pihak Auditor dan PPUPD maupun auditi. 
Adapun tujuan dari pembahasan akhir yaitu: 

1. Mengklarifikasi kesahihan simpulan, penilaian dan temuan 
hasil Audit; 

2. Memberikan kesempatan kepada auditi apabila terdapat 
perbedaan atas temuan tersebut, dengan penjelasan 
rji<:Prt::1kf'n bukti/dokumon yang bclum diperoleh Auditor 
da.n PPUPD: 

3. Memperoleh kesepakatan/ kesediaan auditi untuk 
melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi yang 
diberikan; 

4. Mernperoleh rencana tindak perbaika.n. 

pembicaraan akhir dengan auditi. Proses dan hasil 
pPla.ks,inl'lan pembahasan intern tirn perlu dldokumentaslkan 
di dalam Kertas Kerja audit. Untuk memperoleh tanggapan 
atas simpulan dari hasil pengkomunikasian hasil audit maka 
perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan 
auditi. 

audit agar 
melakukan 

menyamakan persepsi di antara seluruh tim 
memiliki pendapat yang sama pada waktu 
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mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada 
semua pihak yang telah menerima laporan tersebut. 

Menurut SAIPJ, bentuk pengkomunikasian hasil audit dapat 
dibual dalam benruk surat dan bentuk Bab. Laporan bentuk 
surat digunakan apabila: 1) dari hasil audit tida.k diidentifikasi 
h<111yRk r<1kt::i yang signifikan untuk dikomunikasikan atau 2) ~ 

harus PPUPD dan Auditor instansi pimpman 

Auditor dan PPUPD dapat membuat ikhtisar hasil audit 
sampai dengan tanggal penghentian dan menjelaskan alasan 

penghentian audit (standar 4060, AAIPT), jika audit dihentikan 
sebelum berakhir dan Auditor dan PPUPD tidak mengeluarkan 
1::ipnran ha,sil audit. Alasan penghentian audit barus 

dikomunikasikan secara tertulis kepada auditi dan pejabat 
yang berwenang sesuai dengan SAIPJ (Standar 4000, SAJPI) 
Auditor dan PPUPD harus mengkomunikasikan dan 
mendistribusikan hasil penugasan audit intern kepada pihak 

yang berkepentingan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang berlaku. Jika penyampaian laporan 

3. Menjadi dasar bagi auditi dan instansi terkait untuk 
melakukan tindak perbaikan 

4. Memudahkan pernantauan tindak lanjut hasil 

direviu secara berjenjang mulai dari pengendali mutu, 

pengendali teknis, hingga pejabat yang berwenang. Adapun 

media dan sarana yang digunakan oleh Auditor dan PPUPD 

selama pross-s penyusunan laporan hasil audit adalah notisi 

audit, pembahasan akhir, dan konsep laporan, Berdasarkan 

Standar Audit Intern Pemerintah lndonesia (Standar 4000, 

MIPI), Auditor dan PPUPD harus mengkomunikasikan hasil 

audit intern. Tujuan dari pengkomunikasian hasil audit 
adalah: 

l. Mcnyampaikan hasil penugasan audit kepada auditi dan 
pihak lain yang herwenang 

2. Menghindari kesalahpahaman terhadap basil penugasan 
audit intern 
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D. MONITORING TlNDAK LA.N'JUT 

Berdasarkan SAJP!, Paragraf 1400 menyebutkan bahwa 
Auditor dan PPUPD harus memantau dan mendorong tindak 
lanjut atas simpulan, Iakta, dan rekomendasi audit. 
Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar auditi memperbaiki, 
memahami kelemahan dan kekurangan yang ada dan segera 
mungkin memperbaiki sesuai saran Auditor dan PPUPD.Selain 
itu, Auditor dan PPUPD harus memantau pelaksanaan tindak 
lanjut yang dilakukan auditi untuk memastikan bahwa semua 
rekornendasi telah dilaksanakan dan mencapai outcome dari 
audir ketAMAn sPrtfl rnernasukkan kegiAtAn pemantauan 

tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan. 
Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan PP 60 
Tahun 2008 pasal 43 menyebutkan bahwa pimpman 
instansi/ Audi ti wajib melakukan tindak lanjut atas 
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 

Apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil 
audit diterirna berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, 
Pernantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Fungsional, kepada pihak yang mengabaikan 
akan dikenai san.ksi pidana dan atau sanksi administrasi 
berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua 
dapat diberikan jika dalam satu bulan setelah surat peringatan 
pPrtflrn>l helurn flrlA tindak lanjut dan jika tidak ada tindak 
lanjut sarna sekali maka dapat dibuatkan surat kepada l 
pcmimpin organisasi Auditi. 

terdapat informasi yang harus segera disampaikan dan 

ditindaklanjuti oleh auditi/OPD sebelum penugasan berakhir. 

Laporan bentuk bab digunakan apabila dari hasil 
auriir rliirlPntifikAsi hAnyAk fAktA signifikan yang pt>rlu 
dikornunikasikan. 

Contoh Laporati Hasil Audit Ketaatan dilihal pada Lampiran 12. 
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Audit 

bertujuan rnenilai apakah area, proses, sistern, fungsi, 

program/kegiatan audili telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 

B. Tujuan Audit (Survey Pendahuluan) 
Tujuan survey pendahuluan adalah mendapatkan gambaran umum 
m<-'ngPnAi At1rliti, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

penyelenggaraan area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatant 
termasuk kriteria-kriteria yang diterapkan. 

proses, sistem, fungsi, 
tahun anggaran 

Program Kerja Audit Survey Pendahuluan 
A. Survey Pendahuluan 

Audit ini adalah penilaian terhadap area, 
programj kcgiatan , periode 

Tanggal Dircview oleh (Nama &. Parat) Tanggal 

PKA Survey 
Pendahuluan 

Nama Kcgiatan Sasaran 
Audit Tahun Anggaran Audit Ketaatan Program/ Kegiatan Disusun 

PEMERJNTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAERAH 

JI. Daniel Daeng Nabit - labuan Bajo - Email:inspektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 1 
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I 
Penle•Aaan Unaur Hull Penjlaian 

Diisi dengan hasi1 

Dokumen yang penilaian atas 

No. Unsur Pengendalian Intern direuiu dan teknik pengendali.an intern 
penilaian dan rekomendas, 

pengendalian intern untukperbaikan atas 
lcelemahan 

penaeru:lalian intern 
( 1) (2) (3) (4) 

!' •. !..INGKUNGlt .. ~ PENGE~?Dl'..LL"'~~ 
~ _Jntc~tas dan Nil_!l1 Etika ---- - I 

!Apab,la terdapat pcnyimpangan, tclah 
~ 1 Tclah dilakukan ldilakukan undakan disiplin yang tepat Teknik: Wawancara 

sanksi disiplin atas I. dan reviu dokumen latas penyimpangan terhadap kebijakan 
'I rt ira n PP ri I ak LI 

penyimpangan 

I 
('"1 prol'P<h1r M'lll pPIRngg,irnn 

aruran perilaku terhadap aturan perilaku 
Teknik: Wawancara 

!Para pclaku program memahami 
dengan masyarakat Belum ada 

mengenai penjelasan pcran 
lkeb•i,::1,k-:i~" ........ ozram "S..."'"' mencatur pelaksanaan masing-masing 2. I° ·J--- ......... ,... b" ....... .? ·o · · ··o · 
hubungan antar pelaku program dengan program dan reviu pelalru dalam 
masyarakat pedoman umum pedoman umum 

pelaksanaan pelaksanaan program 
program 

11 Komitmen untuk Kompetensi 

Penempatan personil sesuai dengan 

1. 
eengetahuan can keahlian yang 

1dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas 

I 

Audit Ketaatan Program/ Kegiatan Disusun oleh: Audit .... 
(Nama&Paraf) 

Tanggal Direview oleh (Nama & Paraf) Tanggal 

Kertas kerja 

Evaluasi SP! I 
Nama Kegiatan 

Sasaran Audit 
Tahun Anggaran : 

I 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAE RAH 

JI. Daniel Daeng Nabit • Labuan Baio- Ema,l'lnspektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 2 
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- ---- - 

Penjclasan Unsut Hasil Penilaian 

Diisi dengan hasil 
.,_ Unsw.r Pc:::5cn~ Intern Dak-,;;;..en ya1tg penilaian atas '°"""' 

direuiu dan teknik pengendalian intern 

penilaian dan rekomendasi 

penqendalian intern untuk perbaikan atas 
kelemahari 

pengendalian intern 
(1) (2) (3) (41 

Penyesuaiari/ pengecualian atas 
2. implementasi kebijakan penugasan 

personil pada kcndisi khusus, 
dilaporkan dan didokumentasikan 

• secara baik . 
Ill Strukrur Organisasi 

Struktur organisasi di tiap level sesuai 
L dengan strukrur organisasi pengelolaan 

Program 
Masing-masing pelaku program dalam 

2. struktur organisasi mengetahui rugas 
pokok dan funzsinva. 

JV Pendelegasian Wewenang dan Tanggung 
.Jawab yang Tepat 

Pegawai yang diberikan wewenang telah 

!. 
memahami bahwa wewenang clan 
tanggung jawab yang diberikan terkait 
dengan pencapaian tujuan program. 
Pegawai yang diberikan wewenang telah 
mernahami bahwa pelaksanaan 

2. wewenang dan tanggung jawab terkait 
dengan penerapan atas pengelolaan 
program. 

v Kebijakan dan Penerapan Pengelolaan 
SOM 
Kebija.kan dan prosedur rekruunen, 

I. evaluasi kinerja sampai dengan 
pemberhentian konsultan/ fasilitator 
telah ditetapkan. I 
Supervisi/cvaluasi terhadap konsultan 

2 clan fasilitator dilakukan secara 

- pcnodik. ~- -~ -- 
s4ENJLAJAN RlSIKO 

I 
Seluruh pelaku Program rnerruliki 

1 

kesadaran dan kepedulian terhadap 
risiko (kemungkinan penyimpangan) 
clan bagaimana mengelola r-iuiko 
tersebut sesuai batas kewenangannya. 
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-- Penjelasan Unsur Basil Penl.laian 

Diisi dengan. hasil 
Dokumen yang penilaia11 aras 

No. Unsur Pengendalian Intern direuiu illlll 1ek11ik penqendalian. intern 

I pt!.l I ilru.1..1,i dan rekomendas, 
perujendauan uuem untuk perbaikari mas 

kelemahan 
penaendahan mcem I 

(1) (2) (3) (4) I 
i I i uoenunkasr Ktsiko 

Tim Koordinasi Pelaksana Program tclah I 

I I. mengidentifikasi titik kritis dari 
pelaksanaan Program yang berisiko 
paling bcsar. 

Telah mernpertimbangkan faktor-Iaktor 
internal yang mempengaruhi risiko 

2. (SOM, anggaran, dan masalah 
'kepegawaian) daiam mengidenrifikasi 
risiko pada saat rapat/rembuk warga. 

Telah mempertimbangkan Iaktor-faktor 
ekstemal yang mempengaruhi risiko 

' 3. (µel ul,Wld.li uau~l1-u1 kor1Ji~i g~vg,ri.1.0~, I 
perkcmbangan ekonomi, politik, regulasi 
dan scbagainya) dalam mengidentifikasi 
risiko pada saat rapat/rembuk warga. I 

II Analisis Risiko 

tnim Koordinasi Kabupaten/Kota relah 
I I. meneruukan sejumlah risiko tertinggi 

rang harus dikendalikan. 
c. AKTIVITASPENGENDALIAN 

I IReviu atas Kinerja Program 

Penanggungjawab Kegiatan pada setiap 

1. level kegiatan telah melakukan 
pengukuran kinerja yang dituangkan 
dalam laporan kinerja. 

2. Rekomendasi untuk memperbaiki 
kinerja program telah dilaksanakan. 

n Pernbinaan SDH 

Kader Pemberdayaan Masyarakat yang 

1. terpilih untuk melaksanakan sosial.isasi 
telah mendapat pelatihan yang 
berkaitan dengan Program. 

~i~. Koordinasi dan Kabupaten / Kota 

2. lte1an meiakukan pembinaan terhadaj 
I para pelaku program dalam lingku] 

lkoordmasinva. 
I 
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Pe.njclasan Unsu.r Basil Penilaian I 
I 

Diisi dengan hasil 
Dokumen yang penilaian atas 

No. Unsur Pengendalian Intern direviu dan teknik pengendalian intern 

I 
penilaiu.11. dan rekom.endasi 

pengendalian intern untuk perbaikari aias 
kelemahan 

pengendalian intern 
(1) (2) (3) (4) 

Ill 'Pengendalian atas Pengelolaan Sistem 
lnformasi 

- 
Semua transaksi telah dicatat, dan 

1. sernua catatan dalam pembukuan telah 
I 1sesuai dengan ketenruan yang ada. 

~ 
I IPengendalian F'isik atas Aset dan IV Dokornen 

Kebijakan dan prosedur pengamanan 

1 linventaris, peralaran, dan aset lainnya 
telah ditetapkan. disosialisasikan dan 

l diimplerncnrasikan. 

Hasil kegiacan fisik Program yang 

2. lmemerlukan pemeliharaan telah 
diidentifikasi, dijadwalkan, dan 

I ldilaksanakan. 

v iPenetapan dan Revi u Indikator Kinerja 

1. [lndikator kinerja telah ditetapkan untuk 

I 
setiap kegiatan. 

Penanggungjawab Kcgiatan telah 
n lmereviu secara petiodik atas ketepatan ,.. 

dan keandalan inclikator kinerja sesuai 
dengan rujuan dan sasaran program. 

I 

VI Pernisahan Pungsi 
I 

rrerdapat pemisahan fungsi terhadap 
otonsasi dengan pemrosesan, I 

l. pencacatan, pembayaran, serta fungsi- 
fungsi pengamanan (custody) aset. 

Saldo bank direkonsiliasi oleb petugas 

2. ~ang mdepencten dan lungs, 
penerirnaan, penyimpanan dan 
pengeluaran Kas. 

' VII Otorisasi atas Transaksi dan Kegiatan 
Penting 

1. Terdapar otorisast atas setiap transaksi 
yang dilaksanakan. 
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Penjelasan Unsur Hasil Penilalrui 

Diisi denqan: hasil 
Dokumen yang penilaian atas 

No. Unsur Pcngendalian Intern direuiu dari teknik pengendalian intern 
p~riiloicm dan rekomendasi 

penqendalian intern untu k perbaikan atas 
lcelemahan 

penaendalian intern 
( l l (2) (3) (4) 

s. Otorisasi telah sesuai dengan ketentuan 
Perunjuk Teknis. 

vrn Pengendalian atas Pelaksanaan Kegiatan 
I Program 

Penyusunan design dan RAB kegiatan 
1. telah mengikuti prosedur dan kriteria 

program. 

IX Pencatatan yang Akurat atas Transaksi 
Keuangan 

Setiap transaksi keuangan telab 

1. diklasifikasi, dicatat, diverifikasi dan 
diarsipkan sesuai tanggal transaksi dan 
didukung dengan bukti yang mernadai. 

x Akuntabilitas terhadap Kegiatan 

Penanggungjawab Kegiatan menyusun, 
menginformasikan dan 

• nlcngkunitini~n~ikd.i, • 
pertanggungiawabannva kepada seluruh 
pemangku kepentingan. 

Xl 
Dokumenrass yang Baik atas Kebijakan 
dan Prcscdur scrta Transaksi 

l. rl'ersedia dokumemasi atas kebijakan 
dan prosodur serta transaksi, 

" Dokumentasi mencakup seluruh r dokumen kegiatan program. 

D INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

I Informasi 

Seluruh informasi yang dibutuhkan 

1. sudah disarnpaikan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan secara periodik 
maupun insidental. 

l 2. Pimpinan telah merespon informasi yang 
diterima. 
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untuk perbaikan atas kelemahan pengendalian intern 

pengendalian 

~- Diisi dengan hasil penilaian atas pengendalian intern dan rekomendasi 

Keterangan: 
(11 Diisi dengan uornoi ui ut 
(2l Diisi dengan unsur pengendalian intern dan uraian pengendalian intern yang 

seharusnya ada 
(3l Diisi dengan nama dokumen yang direviu dan teknik penilaian 

~ r - . 
II Komunikasi 

Adanya saluran komunikasi antar 
I. pelaku program yang terbuka dan 

efektif, 

Pengaduan, keluhan, dan penanyaan 
2. mengenai pennasalahan program telah 

dnindaklanjuti. 

E PEMANTAUAN DAN TlNDAK LANJUT 
l Monitorine aras Keziatan Program 

Pelaku Program secara berjenjang 
secara rutin melakukan pemantauan, 

1. pengawasan dalam bentuk supervisi dan 
evaluasi, sorta perbaikan atas 
pelaksanaan program. 

Pelaksanaan monitoring secara 
2. menyeluruh atas kegiatan program oleh 

mhak independen (Konsultan Evaluasi). 

JI Tindak Lanjut atas Temuan Audit dan 
Hasil Pemantauan 

ITerdapat mekanisme untuk memastikan 

I. adanya penyelesaian atas temuan hasil 
audit dan hasil pcmantauan lainnya 
dcngan segera. 

'T'e1.:h11 dilakul .. a.- .. ; .... dak lanjut 1ta,nn • .. 'U .. _.... .. ........... .. J "6 

2. sesuai dengan temuan dan rekornendasi 
audit serta reviu lainnya. 
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EVALUASI SJSTEM PENGENDALJAN INTERN ~ 1 Rencana Tindak No. [Unsur Penge.ndalian Intern Penanggung Target Waktu 
Perbaikan SPI Jawab Penyelesaian 

(1) (2) (3) (4) (5) 
A. ]Lingkungan Pengendalian 

I Penegakan lntegritas dan 
Nilai Etika 

Belum ada penjelasan 
Perbaikan 

I 
jperan masing-rnasing pedoman umum l. pelaku dalam pedoman pelaksanaan Kepala Auditi Juli 2022 
umum pelaksanaan 
program program 

2. 
II. /Komitmen Terhadap 

'Kompetensi 
I. 
2. 

111 Kepernimpinan Yang 
1Kondisif I 

I. 
._2 

I 
Pembentukan Su-uktur 

rv Organisasi Sesuai 
Kebutuhan 

1. 

2. 

3. 

Nama Kegiatan Sasaran Audit Ketaatan Program/ Kegiatan Disusun 
Audit Tahun Anggarani oleh : Audit ... {Nama & Paraf] 
Masa yang diperiksa: I Tanggal Direview oleh (Nama & Paraf] Tanggal 

' 

Kcrtas Kerja 
Evaluasi SPI 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAERAH 

JI Daniel Daeng Nabit • Labuan Bajo - EmaH·inspektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 3 
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Keterangan: 
n I Diisi nomor urut 
(21 Diisi dengan unsur pengendalian intern dan uraian pengendalian intern 

yang aaa 
f3l Diis] dengan rencana tindak perbaikan terhadap kelemahan pengendalian 

intern 
HI Diisi penanggungjawab rencana tindak perbaikan dengan target waktu A, 
(51 Diisi penyelesaian rindak perbaikan 'f 

No. Unsur Pengendalian Intern Rencana Tindak Penanggung Target Waktu 
Perbaikan SPI Jawab Penyelesaian 

( l} (2) (3) (4) (SI 
Pendelegasian Wewenane 

V. 1dan Tanggung Jawab y~g 
Te pat 

l. 
2. 

Penyusunan serta 
V1 Penetapan Kebijakan serta 

Praktik yang Sehat 
Mengenai Pembinaan SOM 

- I. 
I 2. I 
t....Yll Peran APIP vana Efektif 

I. 
2. 

Vlll we~~:~::l~~f J::;r!~~ I 
erkait 

1 . 
2. 
B. Penilaian Risiko 
I. I 

. 2.' 
I C. Keg:iatan Pengendalian 

J 
t 2. 
t 
D. Infonnasi dan Komunikas! 
1. 
2. 

E. Pemantauan dan Tindak 
Lanjut 

1. 
'- 2. 
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ldentlfiiraai Risiko Sebab Dampak Analisis Risiko 

Prog Kegia lndika 1ahap c/ Pihak Urutan No. ram tr.n "Jj\.l an Kegiatan tor I u~ yang Kc Nilal prioritas llrai,u, Swn Dam kmer Blsnis l1Js1ko Pcmilik Uraian ber Uraian Tcrke rnung pale Risi 
Ja Pr'oses na l<lnan ko 

(11 (21 (3) (4] r,; (6) (7) (8) (9) (10) 11 I I (12) (13) ( 14) (15) (16) 117) 
I. Prag Kegia Merungkatkan akses 3 Percn Pe11yt1 Ke Intern c Non Masya I 2 3 2 

ram tan Pem ierhadap infrastruktur kclu can a sunan pala aJ efisien 1'Q](a1 
Kota Bangu hn pelayanan dasar di ra an RAB Di si 
ran pa nan Ka,vasan kumuh perkotaan han terlalu """ pelaksa na 
Kumuh Infra untuk rnendukung I tin1w PU prog ram 

struk ~erwujudnya pemukiman desa 
uir ~rkolaan yang Iayak huni, 
Permu produktif, dan 
ldman berkelanju tan 

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RISIKO 

-----~ 
Nomor KKA Ref. 
PKA Disusun oleh (Nama & Paraf} 
Tanggal Direview oleh (Nama & Paraf} 

Nama Kegia1:anSasaranJ Audit Ketaatan Program/ l~eg1c1tan Disusun oleh: Audit .... 
Audit Tabun Anggaran (Nama&Paraf) 
Masayang diperiksa : Tanggal Direview oleh 

(Na ma & Paraf] TanggaJ 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T D.t~ERAH 

JI Daniel Daeng Nabit - Labuan Bajo - Email:inspektoratmabar@¥ahoo.co 1d 

Lampiran Pedoman Nomor 4 
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Ketcrangan: 
01 Diisi nomor urui 
121 Diisi dengo.n program OPD sebagai objek audit 
13) Diisi dengan kegiatan dari program OPD sebagai objek audit 
(<) Diisi tujuan kegiatan 
1s, Diisi dengan target indikator kincija program /kegiatan lahun berkenaan 
101 Diisi dcngan cahapan proses bisnis/alur tahapan dalam SOP pelaksanaan !"l"''!Ta<n/kegiatl'IO 
171 Diisl dcngan uraian rislko yang teridentdfikasi 
181 Diisi dcngan pemilik risiko 
191 Diisl dcngan rumusan penyebab terjadinya risiko 
1101 Diisi dengan surnber risiko (internal/ekstemal} 
u 11 Diisidengan conLrolJablc/ non controllable penyebab risiko 
(121 Diisi dengan rurnu san dampak jika risiko tersebut terjadi 
1131 Diisi dengan pihakyang terkenadampakjika risiko tersebut terjadi 
(l•ij Diisi dengan kriteria penilaian tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang biasanya cli tetapkan manajemen dalam skala 5 
(15) Diisi dengan kriteria pcnilaian tingkat dampak terjadinya risiko yang biasanya di tetapkan manajcmen dalam skala 5 
(16J Diisi dengan perkalian skala kemungkinan dengan skala dampak 
1111 Diisi dcngan peringlcat yang disusun berdasarkan skala risiko tertinggi kc skala risiko terendah 

I 
-- 

ldcntiflkasr lo:;.1ko Seb,Jb D .. unpak Anahsis Ri~1ko Ur .n an 
Pnc1rJ 1a:; 

lndrk - - - - 
No Progra -n KC#{I.\ Tujuan Kcgiatan ator TaJ1ap c/ 

1.1.n Kinerj I Uralan St,m UC Pihak Kcmung DMlp Ntl..-l1 
a Bitnis Risiko Pemdtk Lraian ber Uraian yang kinan ak Risiko 

Proses terkena 

I (I) (2) (3) (41 (5) (•,) (7) (8) (9) (10) (11) ( l2) ( 13) (14) ( l5) ( 16) (' 7) 
- --- lvolumc lnter 3 4 12 1 Pelak Ke le IAkib-11 Masya 

Sana pcker pal a naJ rakat 
nya 

an 1iaan D, hasil 
tidak nas !oekerja 
sesuai PU an fiaik 
RAB kii laoa 

lngan 
menja 
di tidak 
optimal I ~ Dst 
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111 Diisi nomor unit 
(2) Dilsi dengan htjuan auditi da1am proses bisnis 
131 Diisi dengan u.raian risiko yang telab memiliki desain pe.ngendalian yang handal 
14) Diisi desai pengencilall.an yang benar-benar berpengaruh untuk menekan rlsiko 
15) Diisi dengan apakah desain pengendaJian yang acla suclah ideal dapat mencegah (preventive), mendeteksi (detective), dan 

mengurangi (mitigative) terjadinya rlslko 
(6) Diisi dengan penilaian lerhadap ltecukupan desain pengendalian (memadal/tidak memadai) 
(7) Dils! dengan reneana pengujian clesain pengendalian yang 

Uraian Desain Pengendali !LO 
Desai-i Peuilaian 

Tujuan Audit Pengcndalian Kecukupan Desain t<1'1ircu1a Pengujian 
Risiko yang Ada Ideal Pengendalian 

(II 121 (3) (4) (5) (6) (71 
l. Proses Penyu Birnbingan Preventive/ Desa.in Tidak 

penyusunan sunan RAB penyusunan RAB Detective/ Memadai ITujuan Pengujian: mernperoleh data yang berkaitan 
RAB sesuai terlalu tinggi oleh UPLdan Mitigative dengan penyusunar RAB dan menambah keakuratan 
dengan fasilitator data yang diperoleh 
ketentuan ITeknik Pcngujian: Observasi (proses birnbingan 

penyusunan RAB) d an Wawancara kepada kelornpok 

. swadaya rnasyarakat , lJPI, dan fasilltator 
Ost I 

I 

IDJ?:NTIFIKASI DAN PENILAIAN KECUKUPAN PENGENDALIAH KUNCI 
I 

P udit Ketaatan Program/ Kegiatan Disusun oleh: Aud1I .... 
(Nama&Pa.raI) 

Lampi·:an Pedoman Nomor 5 
Nomor KKA Ref. 
PK.A Disusun oleh (Nama & Pnraf) 
Tan1~al Direview oleh (Nama ll• Parat') Tanggal Direview oleh 

(Nama & Paraf] Tanggal 

Nama Kegiatan Sasaran 
,Audit Tahun Anggaran 
'Masa yang diperiksa : 
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I 
- 

DUaksanakan Waktu 
Oleh Diperlukan No. No URAIAN 

Renea Realisa Renea Realis KKA 
na si na asi 

l Persiapan A, •Ai, 

I " Pcrnahaman Proses Bisrus Audit 

'Tujuan: 
Mernperoleh pemaharnan dan gambarar 
umum tentang rujuan organisasi, Sejaul 
mana tujuan organisasi telah tercapai dar 
proses yang dilakukan pimpinan OPD 

• dalarn rnencapainya 
I Prosedur Audit: 

I. Dapatkan rensi ra, strukrur organisasi, 
SOP. uraian tugas dan jabatan, DPA. 
KKP dan LHP tahun lalu 

r 2. Lakukan Penelahaan atas dokumen 
tersebut untuk rnernperoleh 
pemaharnan atas proses bisnis dan 

3. Buat simpulan dalam kertas kerja 
I Dan seterusnya. 
I b. Survey Pendahuluan 
I Tujuan: 

I 
Memperoleh pemahaman dan gambarar 

!umum ten tang jenis dan bentuk kegiatan/ 

I 
operasi ptvg1du1 dan rnekunisun 
pelaksanaannya 
Prosedur Audit: 

loapalkan dokumen - dokumen seru 
Jperaturan dan pedoman yang berlaki 
[scbaga: daca urnurn audit scpcrti 
1peraruran, pedoman. SOP, laporan kinerja 

PROGRAM KERJA AUD[T 

Nomor KKA Ref. PKA 
Disusun oleh (Nama & Paraf) 
I'anggal Direview oleh 
(Nama & Paraf) 

Audit Ketaatan Program/ Kegiatan 
Disusun oleh: Audit. (Nama&Paraf) 
Tanggal Direview oleh (Nama & Paraf] 
Tanggal 

f\J arna Kegiatan 
Sasaran Audi 
Tahun 
Anggaran 
Masayang 
diperiksa: 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
iNSPEKTORA r DAERAH 

JI Daniel Daeng Nabit - Labuan Bajo - Email:inspektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 6 
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- --- - 
Dilaksanakan Wakt:n 

Oleh Dlperlukan No. No URAIAN 
Reallsasi Reallsasi KKA Ren can a Renea 

na 
1. LAkukan Pf-ne.lRhAAn atas dokurnen 

tersebut untuk mempcrolch pemabaman 
atas pelaksanaan kegiatan 

~. Buat simoulan daram kertas kena 
3. dan seterusnva, 

c. Sistem Pengendalian lnrern 
' 'TujUai1. 

Untuk menilai kecukupan dan keandalan 
strukrur pengendalian intern program guna 
rnenentukan luas pengujian pada tahap 
audit sclanjutnya 

I 
Prosedur Audit- 
I. Dapatkan pemahaman dan penerapan 

unsur-unsur SPI di auditi 

ri. Buat ringkasan informasi yang diperoleh 
dengan cara menelaah siklus tersebut 
secara keseluruhan. ldentifikasi 

I kelemahan yang potensial dalam SPI I 
I 3. VeriJikasi setiap perubahan dalam 

kebijakan dan prosedur telah 
didokumentasikan, disetujui, oleh 
pimpinan dan juklak telah 
dikomunikasikan serta pelatihan telah 
diselenggarakan untuk pelaksana 
program. Evaluasi dampak dari kebijakan 
baru atau perubahan dalam kebijakan 
yang ada terhadap audit dan modifikasi 
ruang lingkupnya 

4. Buat simpulan atas SPI 
d ldcntifikasi dan Pcnilaian Risiko 

Ketldaktaatan 

Tujuan: 
Untuk rncncnrukan pctcnsi/rtsiko 
ketidaktaatan dalam penyelcnggaraan area, 
proses. sistern. fungsi, program/kegiatan 
sesuai peraturan perundang-undangan, 
kebijakan. prosedur yang berlaku serta I 

1peraturan terkait 
- Prosedur Audit 

l Dapatkan register risiko dan profil rrsiko 
audui. Lakukan pernlaian validitas 
register risiko tersebui dengan 
brainstonning 

' 
2. Bila auditi belum memilik.i daftar risiko 

yang t'l'1ccn..tdu.i1 Audilor dru-. PPUPO 
memberikan fasilitasi dengan auditi 
untuk mengidenlifikasi, merulai, dan 
menetapkan risiko kclidaktaatan/tindak 

I penyimpangan/fraud 



Dilaksanakan Waktu ~1 No 'URAIAN 

I 
Oleh Diperlukan 

Rencana Rcallsasl Rencana Realisasl 

Pada suaru proses bisnis yang dapat 
menghambar pencapaian tujuan 
organisasi terrnasu k mengidentifikasi 
penvebab dan dampaknya 

!3. Bual sirnpulan atas area linggi yang 
I merniliki potensi nsiko ketidaktaatan 

e. Idenuflkas! dan Penilaian Kecukupan 
f Pengendalian Kunci 
'l'ujuan: 
jUntuk menilai kecukupan desain 
[pengendahan 
'Prosedu r Audit: 

1. Dapatkan dokumen RTP dan laporan 
monitoring dan rvaluasi RTP 

2. Tentukan apakah rancangan I ' pcngendalian kunc: tciah rncmadai 
I untuk mengelola risiko pada level yang I dapat diterima craanisasi 

3. Observasi kecukupan desain 

I pengendalian kunci dan diskusikan 
dengan pimpinan 

4. Buat simpulan I 
II Pelaksanaan Audit 

Penyelenzzaraan Program/ Keziaran 
Tujuan: 
Memperoleh keyakinan yang memadai 

1bahwa penyelenggaraan area, proses, sistem, 
fungsi, program/kcgiatan sesuai dengan 

f 

kelcntuan/perundangan- undangan yang 
[berlaku 
IProscdur Audit: 

I ~~,~~~:':1"~-3:~ a~~::~u:~s•o~ • """'J ... '"'"6,6"'-•·UQ.U ......_ p• .. ..)1 • ,..._..Ll...i., 
fune.si, orczram/keziatan 

2. Uji apakah penyusunan rencana area, 
proses, sistem, rungsi, program/kegiatan 
sesuai ketentuan yang berlaku 

3. Uji apakah penyclenggaraan area, proses, 
sistem, fungsi, program/ kegiatan sesuai 
dengan peraturan/ketentuan yang 
berlaku 

Simpulan hasil audit dan temuan sementara 
Konsep Serita Acara Hasil Audit 

iii 1?cnycdc::sd.iaJ.1 AuiliL 

1:rujuan: 
Hasil audit lanjutan dapat 

lrtidokumcn1nsiknn d~~m lupora.n ha:-.il ;.ludit 

Prosedur Audit: 
• !\~;n;:;;..:!kui> !{!(/', y.:;;:;;:,: :...<lo:. ~;:;r. l' rnetengkapinva I - -- •· 2 "K.•\ yon~ rclcvan dc,11g;111 lcmuan di arsip 

terscndiri 
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I 
- 

3. Bahas rnateri KKA yang berkaitan dengan 
temuan di arsip sendiri 

4. Susun konsep LHA 
iS. Buat daftar lampiran yang mendukung 

LHA 

6. Bahas konsep LHA dengan auditi 
7. Minta tanggapan auditi atas konsep LHA 

dan oenandatanganan Berita Acara Hasil 
i 8. Bahas tanggapan auditi 

a Finatisas! !.H.A. I -· 
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Catatan : footing crossfooting 
• Jumlah retribusi menurut SKR adalah sesuai yang tercantum dalam nilai retribusi 
• Jumlah retribusi sesuai pengukuran adalah berdasarkan hasil 

perhitungan dad juru ukur 
Kesimpulan: Terdapat penctapan retribusi kurang berdasarkan hasil 
pengukuran lapangan sebesar Rp3.l00.000 atas 10 buah TMB 

NJ Surat Keterangan Retrlbusl 
Selisih Permohonan IMB 

Sesual Retribusl 
Nama Nomor Nomor Jumlah 

Pengukuran 
(Rp) (Rp) 

I. AAA 001 /P/2019 SKR-25/X/20 L9 300.00 soo.oo 200.0di 
2. BBB 005/P/20L9 SKR-30/X/2019 500.00 750.001 250.001 
3. PT Ol5/U/20l9 SKR-40/X/2019 5.500.001. s.100.00, 200.001 ABC I I . PT 016/U/2019 , 

SKR-55/X/2019 7.000.00( 7.200.00· 200.00< XYZ I 
5. CV 017/U/2019 SKR-65/X/2019 3.000.00( 3.500.001 500.00( I KLM 
. I 80 Ofifi/lJ 1201 q SKR-70iX/20l9 2.750.00C 3.500.001 750.00C o, 

ABC 
7. SMP 065/U/2019 SKR-75/X/2019 3.500.00( 4.000.001 500.00( DEF' 

8. SMA 070/U/2019 SKR- 100/X/2019 4.500.00( 4.750.001 250.00( OPQ 
9. j 1-'(JR 015/P/:.!019 SKR·lOI/X/2019 1.J50.JO 1.500.001 150.00! 

J 0. STU 017/P/2019 SKR-l lO/X/2019 l.200.00( 1.300.001 ioo.oo 
Jurnlah Retn1>usi (Rp) 29.600.0C>l 32.700.001 3.100.001 

Contoh: Perbandingan pengenaan dalam SKR dengan perhitungan retribusi 

KERTAS KERJA AUDIT (KKA) 

INomor KKA Ref. PKA 
Disusun oleh (Nama & Paraf) 
Tanggal Direview oleh 
(Nama & Paraf] 

Audit Ketaatan Program/ Kegiatan 
Disusun oleh: Audit. (Nama&Paraf) 
Tanggal Direview oleh (Nama & Parat] 
Tanggal 

1Nai11>i Kegiatan 
Sasaran Audi 
Tahun 
Anggaran 
Masayang 
diperi.ksa : 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAERAH 

JI. Daniel Daeng Nabit • Labuan Bajo - Email:in,pektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 7 
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KERTAS KERJA PENGUJlAN DATA AUDIT 

Tujuan kegiatan pcngujian data adalah menentukan bukti-bukti audit 
yang penting dan perlu sebagai bahan penyusunan suatu temuan audit, 
l<P~impulan audir, dan usul rekomendasi 
l. Dafta.r sumber data yang diperoleb: 

a. RPJMD, Renstra, Renja OPD 
b. Struktur Organisasi, RAB, DPA 
c. Juknis/SOP Pelaksanaan Program 

2. Teknik analisis yang digunakan: 
a. Observasi proses penyusunan RAB oleh kelompok swadaya 

masyarakat yang dibimbing oteh UPL dan fasilitator 
b. Wawanca.ra dengan KSM, UPL, dan fasilitator 
c. Reviu dan analisis dokumen pelaksanaan program 

3. Ringkasan hasil analisis: 

Pada proses perencanaan program yaitu penyusunan RAB terdapat 
penyusunan RAB yang terlalu tinggi diatas nilai SNI. Hal tersebut 
disebabkan lemahnya bimbingan dan tidak adanya pengawasan oleh 
\1P1 rhm fa~ilirn1nr p:o1cfa ia;::iM kelnmpok -sw:o11faya masyarakar 

menyusun RAB. 

4. Simpulan dan Pembahasan Permasalahan dan Tanggapan Auditi: 

Pada proses penyusunan RAB masih terdapat nilai yang terlalu tinggi. 
Audi ti telah sepakat dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang~ 
diberikan. 

,Nama Kegiatan 
lsasaran Audit 
Tahun 
Anggaran 
Masayang 
diperiksa: 

Audit Ketaatan Program/ Kegiatan 
Disusun oleh: Audit. (Nama&Para!) 
Tanggal Direview oleh (Nama & Parat) 
Tanggal 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAE RAH 

JI. Daniel Oaeng Nabit - Labuan Bajo • Ema1l:inspektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 8 
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'"Usul rekomendasi: 

Kami merekomcndasikan kepada Kepala Dinas PU agar: 

a. Mcnginslruksikan kepada BKM bersarna-sama KSM untuk 

mPnyP(Pngg~r::tk::tn rnusyawarah warga untuk menambah pekerjaan 
dengan total nilai sebesar Rp atas kelebihan 
perhitungan RAB. 

b. Memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Fasilitator. 
c. Melakukan pengawasan pada saat penyusunan RAB. 
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CONTOH KERTAS KERJA AUDIT (KKA) 

KUESIONER KETAATAN PROGRAM/KEGIATAN 

INFRASTRUKTUR 

No. Item Penilaian Ketaatan Skor 
( l) (2) (3) 

1. 
Ketentuan Loan Agreemen.t terhadap Peraturan 

87 

' 
Perundang-Undangan 

l. i Apakah dana tel ah dikelompokan sesuai 90 penggunaan 
dengan kategori yang telah ditetapkan dalam (Peraturan 
Perundang-undangan/ Kebijakan/ Peraturan] dai 
porsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan? 

1.2 Apakah pengeluaran-pengeluaran telah didukung dengan 90 
bukti-bukti yang lengkap dan benar, serta telar 
dikelompokan sesuai dengan kategori yang Lelah 
ditetapkan? 

1.3 Apakah pengajuan pembayaran oleh rekanan/ konsultan 
telah dilengkapi dengan persyaratan yang lengkap dan 80 
diverifikasi oleh Tim Verifikator? 

2. Ketaatan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pengadaan 
Bahan/Alat 

2.1 Rencana Pengadaan 
2.1.1 "pakah rencana pengadaan barang dan jasa (minimal RAE 

unruk pengadaan dibawah Rp 50jt) di masyarakai telah 
sesuai dengan Pedorna.n Teknis Pengadaan barang dan 
Jasa? 

Nomor KKA Ref- PKA 
Disusun oleh (Nama & Paraf) 
Tanggal Direvicw oleh 
(Nama & Paraf] 

Audit Ketaatan Program/ Kegiatan 
Disusun oleh: Audit. (Nama&Paraf) 
Tanggal Direview o!eh [Nama & Paraf 
Tanggal 

INama Kegiatar 
1sasaran Audit 

,::~:ran 
Masayang 

!diperiksa : 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAERAH 

JI. Daniel Daeng Nabit - Labuan Bajo - Email:inspektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 9 
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.1.2 3 Papan nama proyck telah terpasang 

' 
I 

Tahap Pelaksanaan Konstruksi I 
3.2.4 Terdapat dokumen Catatan Harian Pelaksanaan Kegiatan, I 

Daftar Mingguan Pelaksanaan Kegiatan, dan Laporan 
Kegiatan 

3.2.5 relah dilakukan pemantauan dampak lingkungan pad, 
kondisi kemajuan proses konstruksi 50% dan 100% serts 
dibuackan Ceklist/ Daftar Uji ldentifikasi Dampak 
Lingkungan 

"~ r ..,.,.u Rapat evaluasi kemajuan tel ah dilaksanakan dengan 
didukung oleh notulen rapat dan daftar hadir 

3.2.7 PPK telah melakukan serah terima hasil pekerjaan 
3.3 Tahap Pemeliharaan dan Pemanfaatan 
3.1 KPP telah menyusun aturan operasi dan pemeliharaan 

3 2.2 !Proposal ietah diverifikasi oleh urn verifikasi 

I 2.1.2 Apakah Rencana pengadaan (minimal RAB untul 
pengadaan dibawah Rp 50jt) diverifikasi oleh UPL dan 
F'asilitator? 

2.1.3 Apakah rencana pengadaan diatas 50 juta rupiah telal 
dipublikasikan kepada masyarakat melalui media papan 

I informasi dan media lain yang dapat diakses oleh 
rnasyarakat secara luas? 

I 2.2 ea..~ Pcngadaan 
' Apakah dalam pelaksanaan pengadaan bahan bangunan/ 2.2.1 

pcralaian konstruksi, tidak menggunakan pihak ke-3? 
2.2.2 Apakah pedoman harga dalarn pelaksanaan pengadaar 

I 'Bah, •. u; ttl«l untuk kegiatan pembangunan Infrastruktur 
Lelah berdasarkan HASIL SURVEY minimal dari 3 pemasok 
setempat/terdekat? 

2.2.3 IApakah jumlah Tim Pengadaan minimal terdiri dari 3 
orang dan harus berjumlah ganjil? 

3. Ketaatan daJam Pembangunan Sarana dan Prasarana 
3.1 Tahap Perencanaan Teknis 

3.1.1 Dokumen Penyediaan Lahan lokasi kegiatan infrastruktur 
lt>l;ah disrisrm 

I 3.1.2 ·1 elah disusunnya Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
3.1.3 Tel ah disusunnya Dokumen Pengamanan Dampak I 

Lmgkungan dan Sosial (Safeguards) 
3.2 Tahap Pelaksanaan Konstruksi 

L Tahap Persiapan Pelaksanaan Konstruksi 
I 3.2.1 IPanitia telah menyusun proposal pelaksanaan kegiatan - 

; 
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sudah dikuantitatilkan berdasarkan justifikasi Auditor dan 
PPUPD. Dengan mengisi kuesioner tersebut didapat simpulan ~ 
pi>nil'l.i::ln kl't::l.it;:m 

HI Lakukan pengisian hasil audit ketaatan dari kuesioner yang 

Skala skor hasil Atribut penilaian No 

Keteranga.n: 
(JI Diisi nomor urut 
(21 Diisi dengan aspek dan uraian/item penilaian ketaatan alas program/kegiatan 

yang diaudit 
(31 Diisi dengan skor hasil penilaian setiap uraian. Untuk skor setiap 

aspek merupakan rata-rata dari skor uraian/item dengann contoh 
gradasi penilaian sbb: 
Penilaian ketaatan dengan menggunakan gradasi penilaian 

3.2 Apakah sudah ada kesepakatan masyarakat, sekurang- 
kurangnya memuat kontribusi luran warga pengguna 
atau penggalian surnber-sumber dana pemeliharaan 
antara lain dari retribusi/iuran pengguna parasarana, 
iasa pemasangan barn, donatur, bantuan dari 

3.3 Laporan Pertanggungjawaban Kerja Pengelolaan Sarana 
dan Prasarana telah disusun 
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I TEMUAN I MASALAH I KELEMAHA1i 
TANG<iAPAN -- - l. l Penyusuna.. RP.B terlalu tinggi Kee ..... Rp ........ Kurang Non- Auditi t:elah Kami merekomendasikan kepada Kepala 

sebesar Rp ... Berdasarkan hasil 1. BKM nya bimbingan - . lsepakaLdan Dinas PU agar: isicnsi 
audit atas Rencana Anggaran Semoga dan tidak adanya oelaksa W<an a. Menginstruksikan kepada BKM 
dan Biaya (RAB) yang disusun Jaya pengawasan yang Ina an menir.daklanju bersama-sama KSM untuk 
loleh KSM bersama-sama dengan Desa J dilakukan tim program ti rekornendasi menyeienggarakan musyawarah warga 
Fasilitator ditemukan kondisi 2.BKM fasilitator yang diberikan untuk menambah pekerjaan dengan 
bahwa KSM seluruh Bers am total nilai sebesar Rp ...... atas kele bihan 
kelurahan/ desa penerirna dana a perhitungan RAB 
Kotaku tahun 2017 Desa .. ) b. Memberikan teguran secara tertulis 
menggunakan SN! (Stanclar kepa.cla Tim Fas.ilitator 
Nasional Indonesia) untuk ,_ Melakukan pcngawasan pada saat ..,, 
analisis satuan pekerjaan di pcnyusunan RAB 

- dalarn RAB, namun demikian ... - - - - - -- 

Nomor KKA Ref. 
PK.A Disusun oleh (Nama & Paraf] 
Tanggal Direview oleh (Nama & Paraf) Tanggal Direview oleh 

(Nama & Paraf] Tanggal 

Narna Kegiatan Sasaran 
Audit Tahun Ang.garan 
Masa yang diperiksa : 

Audit Ketaatan Program/ Kegiatan Disusun olch: Audit.. .. 
(Nama&Paraf) 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAE RAH 

JI Daniel Daeng Nabit • Labuun Bajo - Emad:inspektoratmaba<@yahoo.co.id 

Lampiran Pcdorna n Noruor 10 
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- 
TEMUAN/MASALAH/ KE-LE MAHAN 

fANGGAPAN No. Pengt:lompokan dan Uraian Nilai PENYEBAB AKil!AT REKOMENDASI 
Kondlsi & Krit:eria Lokasi (Rp) AUDITI l -- - - - - ()) (2) (3) (4) (5) (6) Fl (8) 

l.2 I 

2. Volume Pekerlaan Tidak sesuai der.gan RAB I 
2.1 Terdapat kekurangan volume a. Kelalaian para l'.kibatnya Auditi tr-Iah 1a Mcnginstruksikw1 kepada masing- 

pekexjaan senilai Rp ...... pelaku hasil sepakat dan ma sing KSM, melalui musyawarah warga 
Berdasarkan hasil eek fisik program pekerjaan akan I mclakukan peKerja.an tarnbah senilai 
terhadap pclaksanaan Kolaku d, fisik di menindaklanju kekurangan Jisik sebesar Rp .... 
oekerjaan konstruksi, tingkat desa/ lapangan Li rekorr endasi b. rnemerintahkan kcpada lJPL dan 
diketah ui bahwa fisik di kelurahan dan menjadi yang diberikan fasilita tor untuk melakukan 
lapangan tidak sesua i dengan kabupaten. tidak pendampingan dan pcngawasan 
target )·ang b. Kelalaian Tim optimal terhadap pekerjaan tambah tersebut 
ditetapkan senilai Rp ... Fasjlitator 
dengan rincian: dalam 

memberikan 
nendamninaa 

2.1 =l= 2.2 
3. Ost. 

terdapal beberapa item 
pekerjaan yang penyusunan 
RAB nya lebih tinggi 
dibandingkan dengan SNl 
sebesar Rp ... dengan 
nncian: 
a. 
b. 
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Keterangan: 
(1) Diisi nomor unit 
(21 Diisi dengan pengelompokan temuan dan uraian temua:n dilengkapi dengan lwndisi dan laiteria 
(3) Diisi d.engan lokasi teridentifikasinva temuan 
14) Diisi dengan besamya nilai temuan d.alam rupiah 
f5l Diisi de.ngan penyebab terjadinya temuan 
(ll) Diisi dengan aldbat adanya temuan 
m Dlisi dengan basil kesepakatan auditi dan auditan dalar» pembahasan simpulan dan temuan sementara 
(8) Diisi d.engan relwmendasi Audito.r dan PPUJ?D d.a1am raugka mengbiJangkan penyebab atau meminiraalisir akibatnya 

-- - TEMUAN/MASALAH/ KE,LEMAHA.N 
TANGG·APAN No. Pengelompokan da.n Uraian T-- PENYEBAB IAKIBAT REKOMENDASI Nilai 

Kondisi & Krit:eria Lokasl (Rp) AUDITI 
--- c-----~ -- f- - - - (1) (2) (3) (~) (S) (6) ('7) (8) 

I 2. Volume Pekerlaan Ticlak sesuai dengan RAB 
I 2.1 r1 erdapat kekurangan volume c. Kelalaian para Akibatnya Auditi telah c. Menginstruksikan kepada rnasing- pekexjaan senilai Rp ...... pelaku hasil sepakat dan musing KSM, melalui musyawarah wargs 

Berdasarkan hasil ce k lisik progra.m pekerjaan akan mclakukan peKcrjaan tam bah senilai 
terhadap pelaksanaan Kotak u di fisik di menindaklanju kekurangan fisik sebesar Rp ... 
pekerjaan konslruksi, tingkai dcsa/ lapangan ti rekomendasi d. mernerintahkan kcpada UPL dan 
dikelahui bahwa fisik di kelurahan dan menjadi yang diberikan faailitator unluk meiakukan 
lapangan tidak sesuai dengan kabupaten. tidak pendampingan dan pengawasan target yang d. Kelalaian Tim optimal cerhadap pekerjaan tambah tersebut 
ditetapkan senilai Rp .... Fasilitator 
dengan rincian: dalam 

rnemberikan 
pendampinga 
n 

2.1 
2.2 I 
3. Ost. 
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Pada hari ini tanggal bulan 201x, bertempat 
di Kantor (AUDIT!) Provinsi/Kab/Kota 

telah dilakukan pembahasan hasil audit atas area, proses, sistern, fungsi, 
prograru/kegiatan ... ...... antara Tim Audit lnspektorat 
Provinsi/Kab/Kota berdasarkan surat tugas lnspektur Provinsi/Kab/Kota 
··•······ Nomor: S PT - . tanggal bulan, ... 20lx dengan Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah Provinsi/Kab/ Kota dengan 
hasil pembahasan sebagai berikut : 

1. Tim Audit lnspektorat Provinsi/Kab/Kota telah menyampaikan 
Nctulen Hasil Audit Program tanggal, bulan 20lx sebagaimana pada 
lampiran 1 dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala 
Organisasi Pcrangkat Dacrah Provinsi/Kab/Kota dan staf atas materi 
permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud. 

2. Tcrhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh 
Tim Audit lnspektorat Provinsi/Kab/Kota beserta dokumen/data 
pendukung yang merupakan bagian dari kertas Kerja Tim, Kepala 
Organisasi Pcrangkat Daerah menyatakan: sependapat/tidak 
<:PpPnrlapM rPrharl,ap ,spl11rnh rnareri rerm ran ,:aphagairnana rerruang 
dalam larnprran hast! pembahasan .. 

Dem1~1an Risalah Pe_mbahasan H.a~il ~udit Ketaatan (area, proses, sistern, i 
tungsi, program/keg1atan). ll1l dibuat dengan sebenarnya. 1S 

TIM JNSPEKTORAT PROVINSI/l<AB/KOTA 

DEN GAN 

KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI/KAB/KOTA 

BERITA ACARA 

EXIT CONFERENCE 

HASIL AUDIT KETAATAN TAHUN .... 

(Area, proses, sistem., funqsi, program/ kegiatan) .. 

Lampiran Pedoman Nomor 11 
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

INSPEKTORA T DAERAH 
JI. Daniel Daeng Nabit • Labuan Bajo · Email:mspektoratmabar@yahoo.co.id 
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4. Anggota Tim 
NIP. 

3. Anggota Tim 
NIP 

NIP. 

2. Ketua Tim 
NIP. 

1. Pengendali Teknis 
NIP. 

Tempat,Tanggal/bulan/Tahun Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
Provinsi/ Kab/Kota .... 

Kernudian ditutup serta ditandatangani oleh Tim Audit lnspektorat 
Provinsi/Kab/Kota dan Kepala Organisasi Perangkat Dae rah 
Provinsi/ Kab / Kota pad a hari tanggal, bulan 20lx serta tern pat \ sPh"lgl'liml'ln"I tPrsPhur rli"lt"IS. 
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Kami telah melakukan Audit Ketaatan Atas area, proses, sistem, fungsi, 
program/kegiatan Tahun Anggaran pada Audi ti Hasil audit disajikan 
dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: 
BAG!AN PERTAMA · ~TMP!JL.AN DAN REKOMENDA<:;! 

BAGIAN KEDUA : URAIAN HASTL AUDIT 

Yth. Kepala 

OPD di .. 

Lampiran : berkas 

Hai Laporan Hasil Audit Ketaatan Atas 
(area, proses, sistem, funqsi, 

program/ kegiatan Auditi) pada Pemerintah 
Provinsi/ Kabupaten / Kota . 
Tahun ..... 

20XX /XX/XX/20XX : LHA- Nomor 

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 
INSPEKTORA T DAERAH 

JI Daniel Oaeng Nabit - Labuan Bajo - Email:mspektoratmabar@yahoo.co.id 

Lampiran Pedoman Nomor 12 
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NIP. 

3. Dst. 

Dernikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah 
tindak lanjut yang diperlukan, 

Atas perhatian dan Kerjasama yang baik, karni ucapktan terima kasih. 

lnspekrur Kabupaten 
Manggarai Barat, 

2. 

Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit karoi 
rekomendasikan kepada Kepala (Auditi) agar: 
I. 

B. Rekomendasi 

suai 
Surat Perintah Togas Tnspcktur .... 
(Provinsi/ Ka bu paten /Kota] 
Norn or: Tanggal .diperoleh simpulan sebagai berikut: 
1. . 

2 . 
3.Dst. 

proses, Berdasarkan hasil Audit terhadap . .. . . .. . . .. . . . . (area, 
sistem, 
funqsi, program/ kegiatan Auditi) Tahun Anggaran per 
...................................................................................... (tanggal cut 
off ruang lingkup audit) di Provinsi/Kabupaten/Kota 
.......................................................................................................... Se 

BAGIAN PERTAMA 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Ringkasan Hasil Audit 
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c. Batasan Tanggung Jawab 

Tanggung jawab Auditor dan PPUPD dalam kegiatan ini terbatas 
pada memberikan keyakinan yang mernadai atas kebenaran 
dokumen, bukti pendukung, pemberian simputan dan saran yang 

r!ihPrikirn 1'Ange11ng jawah i::Prflrn formal rlsan msatt>rfol dari output \ 
alas kegiatan ini rnerupakan ianggung jawab auditi. 

1. Dasar Audit 

Audit dila.ksanakan dengan dasar sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Pcdoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tcntang Pedoman Tata 
{;flrA Pt>ngAwAsAn Mas Pt>nyelenggarnAn Pernerintahan Daerah; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang 

Kebijakan Pernbinaan dan Pcngawasan di Lingkungan Kementerian 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2017; 

d. Peraturan Kepala Daerah .... (Provinsi/Kabupaten/Kota) Nomor .... 
Tahun.... ten tang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi / Kabupaten / Kota ; 

" Surat Perintah Tugas Inspektur (Provinsi/Kabupaten/Kota) Nomor 
Tanggal. 

2. Tujuan, Metodologi, clan Batasan Tanggung Jawab 
a. Tujuan Audit 

Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 
kebija.kan dan prosedur yang berlaku serta peraturan terkait yang 
telah ditetapkan atas area, proses, sistem, fungsi, prograro/kegiatan. 

h MPtorlologi Aurlit 

Melakukan penilaian ketaatan melalui perolehan bukti, wawancara, 
observasi, kuesioner, dsb. 

BAB I 

INFORMASI UMUM 

BAGIAN KEDUA 

URAIAN HASIL AUDIT 
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d. Sumber Dana 

Surnber dana pembiayaan Program pada (OPD) 
Tahun Anggaran adalah: 

[aloka si daria dalarn DPA) 

.................... dengan sasaran . 
Kegiatan ... .. (Audi ti) Tahun Anggaran yang terkait dengan 
Program .adalah berupa .. , [narna kegiatan}, 

c. Lokasi Program dan Alokasi Dana 

Program Tahun Anggaran dilaksanakan pada 
....................... sesuai dengan [peraturan perundang- 

undangan, kcbijakan, dan prosedur yang berlaku) tentang Alokasi 
dana dalam pelaksanaan area, oroses, sistem, fungsi, 
program/kegiatan tersebut berasal dari 

kegiatan 
dengan 

satu program) merupakan salah 

yang dibiayai 

Program (nama 
.................... (Auditi] 

monitoring dan evaluasi (pelaporan) area, proses, sistern, fungsi, 
program/kcgiatan Tahun Anggaran ... 

c. Pcriode Audit 

Tahun Anggaran : (tanggal bulan tahun) sampai dengan (tanggal 
bulan tahun) 

4. lnformasi Audit 

a. Tujuan Program 

Program bertujuan untuk . 
b. Kegiatan Program 

dana, penyalnran/penggunaan 

3. Sasaran dan Ruang Lingkup Audit 

a. Sasaran Audit 

Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan atas area, 
proses, sistern, fungsi, program/kegiatan yang difokuskan pada area 
yang terdapat risiko ketidaktaatan, meminimalisir tindak 
penyimpangan atas area, proses, sistem, fungsi, program/kegiatan 
serta untuk memberi saran perbaikan untuk penguatan 
pcngendalian. 

b. Ruang lingkup Audit 

Ruang lingkup audit meliputi seluruh aktivitas kegiatan 



69 
pengendalian adalah . 

5. Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern 

Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas Program . 
di Provinsi/Kabupaten/Kota secara keseluruha.n berada pada 
level (belum ada/rintisan/terdel1.nisi/terkelola dan terukur/optimum) 
Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen pengendalian 
adalah sebagai berikut: 
i:i Lingkungan Pengendalian 

Menurut penilaian kami, lingkungan pengendalian program berada 
pada level (belum ada/ rintisan/ terdefi.nisi/ terkelola dan 
terukur / optimum), yang terlihat dari: 
1) . 

2) Dst. 

Kelemahan-kelemahan yang ctijumpai dari hasil pengujian \ 

2) Pejabat Pembuat Komitmen 
3) Pejabat Penandatangan SPM 
4) Aend::,hi:ira Pengeluaran 

............................................ Kabupaten/Kota 
di Lingkungan adalah sebagai berikut: 
I) Kuasa Pengguna Anggaran/ Ba rang : . 

(KPA/8) 

Perbendaharaan Pejabat 
Kuasa Langsung ............................................ Atasan/ Atasan 

e. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi (Auditi) Tahun Anggaran yang 
ditetapkan sesuai SK tanggal ten tang 
Pengangkatan Atasan / Pembantu 

No Uraian Nilai Keterangan 
Pembiayaan (Rp) 

l. Rekeninz Khusus 
lOOO 

Loan AIIB 0004- IDN 

2. APBN/APBD 
a). APBN XXlO 
b). APBD XXlO Biaya Administrasi 

Program 

3. Swadaya 
Masvarakat 

Jumlah xxn, 
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secara lebih rinci disajikan. 

Namu.n dernikian, masih terdapat kelemahan dari hasil pengujian 

' monitoring, yaitu hasil penilaian sistem pengendalian intern program 

terukur/optimum), yang terlihat dari: 
1) 

2) Dst. 

Beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian aktivitas 
pengendalian adalah: 

1) . 
2) Dst. 

d. lnformasi dan Komunikasi 

Menurut penilaian kami, informasi dan komunikasi program berada 
pada level (belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan 
rerukur I ontimuml, vanz rerlihat dari: 

J 1 I -' U 

1) .. 

2) [Dst. 

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang 
dijurnpai dari hasil pengujian informasi dan komunikasi, yaitu ..... 

c. Monitoring 

Menurut penilaian kami, monitoring terhadap program berada pada 

level (belum ada/rintisan/terdelinisi/lerkelola dan 
terukur/optimum), yang terlihat dari: 
1) .. 

2) Dst. 

dan ada/ rintisan/ terdefinisi / terkelola (belum level 

b. Penila.ian Risiko 

Menurut penilaian kami, penilaian risiko program berada pada level 

(belum ada/rintisan/terdefinisi/terkelola dan terukur / optimum}, 
yang terlihat dari: 

l} . 
2) Dst. 

Kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian penilaian risiko 
adalah . 

c. Aktivitas Pengendalian 

Menurut penilaian kami, aktivitas pengendalian program berada pada 



proyek (berkenaan dengan kelengkapan dokumen pengajuan dan 
persyaratan pembayaran seperti persyaratan NOL; 

3) Penyimpangan dan prosedur pengadaan barang/ jasa dari yang 

telah ditetapkan dalam loan/ grant agreement atau guidelines yang 

rfitetapk:an [>ihak: lender/ grantor. 

b. Ketaatan Dalam Pelaksanaan Prosedur Pengadaan Bahan/ Alat 
secara umum .. memadai. (Berikari penjelasan. atas hal yang posiiip 

dan kelemahan yang terjadi, apakah. telah sesu.ai dengan Pedoman 
Teknis} 

1) Rencana pengadaan 
2) Cara pengadaan 

c. Ketaaran Dalarn Pernbangunan Sarana dan Prasarana memadai. 
(Berikari penjelasari kondisi yang terjadi baik kebaikan (hal yang 

positip] maupun kelemahannya jika ada hambatan 
pelaksa,wan/pembay<lran korurak] Misal: 

Hasil pekerjaan [isik: saran.a lingku.ngan telan dilaku.kan sen:ijikasi 

pekerjaan oleh BKM/ UPL, Fasilitator Teknik, Konsultan (TA 

lnfrastruktur, Askot lnfrasiruktur}, namu.n dalam pe/aksanaannya ... 

Hasil penilaian keraatan secara lebih rinci disajikan pada Larnpiran ' 
71 

dengan 1) Kesesuaian peru.ntu.kan/penggu.naan dana 

kriteria/persyaratan da/am NPPHLN; 

2) Keoenorari/ ke.c;e.<:11nicm dolom proporsi pendanaan dengon ynng 

ditentu.kan dalam loan/ grant agreement; 

Keabsahan (eligibilitas) pengeluaran-pcngeluar an keuangan 

1. Penilaian atas Ketaatan terhadap Ketentuan (area, proses, sistem, 
fungsi, program/kegiatan) .. 

Menurut penilaian karni, pelaksanaan (area, proses, sistem, funqsi, 

program/ kegiatan.l telah (sesuai/tidak 

sesuai) dengan . 
(peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku) 
dengan rincian sebagai berikut: 
a. Ketaatan atas Loan Agreement 

Menurur penilaian karni, ti>r<fapat/tidak terdapat ketidaktaatan*) 
yang signifikan yang berupa: 

[uraikari kebaikan/ hal-hal yang positip dan menyimpang dari 

ketentu.an dalam. loan/ grant agreement yang menyangku.t masing­ 

masing aspek/lingku.p berikut}: 

BAB II 

HASILAUDIT 
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EDISTASiUS END! 

TTD 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

b. Dst. 
4. Hal-ha) Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan 

(Ungkapkan Jika terdapai hal-hal peniinq lainnya yang perlu 

diperhatikan) 

5. Tindak Lanjut Temuan Audit Tahun Sebelumnya 

Temuan audit tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti 
sampai pelaksanaan audit ini berakhir Tanggal ... adalah sejumlah ... 
kejadian dengan nilai sejumlah .... Ringkasan tinda.k Ian jut dan posisi 
saldo temuan sampai dengan berakhimya audit yaitu tanggaL adalah 
sebagai berikut: 
a. Saldo temuan audit per 20xx (saldo awal) kejadian 
b. Tindak Jan jut tahun 20xx kcjadian 
c. Saldo temuan audit per 20xx (saldo a.khir) kejadian 

b. Dst. 
Kondisi tersebut tida.k sesuai dengan (peraturan perundang-undangan, 
kebijakan, dan prosedur yang berlaku). Hal ini disebabkan karena . 
Akibatnya , Kepala (Audi ti), telah sepakat dengan permasalahan 
tersebut dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Oleh 
karena itu, kami merekomendasikan kepada Kepala (Audi ti) agar: 
a. 

3. Temuan Hasll Audit 

Berdasarkan Hasil Audit Ketaatan atas .. . . . . . . . . {area, proses, sistem, 

funqsi, program/ kegiatan) Tahun Anggaran pad a 

Auditi (Provinsi/ Kafeupaten/ Kota), terdapat kondisi sebagai berikut: 
a. 

2. Kesesuaian Output dengan Tujuan Progra.m 

Pad a umumnya hasil kegiatan Program . 
pad a . 
(Provinsi/K::ihupatt>n/Ko1A) tahun (tdah/1ir1Ak sesu;:ii) dengan 
tujuan program untuk . 


